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TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH,
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektiftas,
transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola
pemerintahan yang baik (Good Government) serta dalam upaya
untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat di
Sekretariat, Bidang Perpustakaan, dan Arsip Daerah maka
perlu diatur dan ditetapkan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas.

Mengingat : 1.  Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4774)

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4879);

3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5071);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);



10.

Menetapkan

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6841);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 53);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 53);

Peraturan Daerah Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016
tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kaupaten
Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53)
sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 87, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor
S7);

Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 70 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 36 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor
679);

MEMUTUSKAN

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Dinas
Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini,

KEDUA : Sekretariat dan Bidang dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsinya, harus berpedoman pada Standar Operasional Prosedur
yang sudah ditetapkan dan sebagai indikator dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat;



KETIGA . Keputusan ini disampaikan kepada Sekretariat dan Bidang yang
bersangkutan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan
penuh tanggung jawab, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT . Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 9 April 2025

Kepala Dinas

= Jml:{aan dan Arsip Daerah,
A

adda Azmurani, S.S0s
ifla’Utama Muda (IV/c)
006242003121005

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa;
2. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa;

3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Perpustakaan dan Arsip Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 24 Tahun 2025
Tanggal : 2 April 2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu aspek penting dalam rangka mewujudkan birokrasi efektif, efisien,
dan ekonomis adalah dengan menerapkan standar operasional prosedur pada seluruh
proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Standar operasional prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah
serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses
penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan,
dimana dan oleh siapa dilakukan. SOP pada dasarnya merupakan pedoman yang
berisi prosedur operasional standar kegiatan yang dijalankan dalam organisasi yang
digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta
penggunaan fasilitas proses yang dilakukan pegawai aparat pemerintahan berjalan
efektif dan efisien, konsisten, standar, dan sistematis. Dengan adanya SOP,
penyelenggaraan administrasi pemerintahan dapat berjalan dengan pasti, sehingga
berbagai bentuk penyimpangan dapat dihindari, atau bahkan meskipun terjadi
penyimpangan maka dapat ditemukan penyebabnya. Kondisi tersebut pada gilirannya
membuat kualitas pelayanan kepada publik akan menjadi lebih baik.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan SOP ini adalah untuk dijadikan pedoman bagi setiap
apartur Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya.

Tujuan penyusunan Standar Operasoinal Prosedur adalah :

1. Mewujudkan pedoman dan standar kerja dalam melaksanakan program dan
kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
2. Terciptanya ketertiban administrasi, alur tugas, wewenang, dan tanggung
jawab dari penyelenggara pelaksana tugas; dan
3. Meningkatkan efektivitas koordinasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
dengan Organisasi Perangkat Daerah.
C. Ruang Lingkup

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok
membantu Bupati Kepulauan Anambas melaksanakan urusan pemerintahan bidang
Perpustakaan dan Arsip Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan yang diberikan pada daerah sesuai dengan visi, misi dan program Bupati
sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perpustakaan dan kearsipan;

2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perpustakaan dan
kearsipan ;

3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan DISPUSIPDA;

4. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan
administrasi pemerintah;

5. Pengelolaan barang milik daerah;
6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan DISPUSIPDA, dan;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.



Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri dari :

a.
b.

c,
d.
&

Kepala Dinas :

Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
Bidang Perpustakaan,

Bidang Arsip Daerah;

Kelompok JF,

Landasan Hukum

Adapun peraturan-peraturan terkait dengan informasi publik yg menjadi

landasan dan acuan dalam penyusunan SOP Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, dan
Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip
Daerah.

Manfaat

Manfaat Standar Operasional Prosedur sebagai berikut:

1.

2.

b

10.

13.

12,
13.

14.

Sebagai standarisasi cara yang dilakukan aparatur dalam menyelesaikan
pekerjaan yang menjadi tugasnya;

Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh
seorang aparatur atau pelaksana dalam melaksanakan tugas;

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dantanggung jawab
individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan;

Meningkatkan akun tabilitas pelaksanaan tugas;

Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan aparatur cara
konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang
telah dilakukan;

Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat
berlangsung dalam berbagai situasi;

Menjamin konsisten sipelayanan kepada masyarakat,baik dari sisimutu, waktu,
dan prosedur;

Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai
oleh aparatur dalam melaksanakan tugasnya;

Memberikan informasi bagiupaya peningkatan kompetensi aparatur;
Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang aparatur
dalam melaksanakan tugasnya,

Sebagai instrument yang dapat melindungi aparatur dari kemungkinan tuntutan
hokum karena tuduhan melakukan penyimpangan,

Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas;

Membantu  penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan procedural
dalam memberikan pelayanan;

Membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar
pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja
pelayanan.



Manfaat
Manfaat Standar Operasional Prosedur sebagai berikut:

o

o

10.

11.

12.
13.

14.

Sebagai standarisasi cara yang dilakukan aparatur dalam menyelesaikan
pekerjaan yang menjadi tugasnya;

Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh
seorang aparatur atau pelaksana dalam melaksanakan tugas;

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan;

Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas,

Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan aparatur cara
konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang
telah dilakukan;

Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat
berlangsung dalam berbagai situasi;

Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu,
waktu, dan prosedur;

Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai
oleh aparatur dalam melaksanakan tugasnya,

Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi aparatur;
Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang aparatur
dalam melaksanakan tugasnya;

Sebagai instrument yang dapat melindungi aparatur dari kemungkinan tuntutan
hokum karena tuduhan melakukan penyimpangan;

Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas;

Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan procedural dalam
memberikan pelayanan;

Membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar
pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja
pelayanan.



BAB 11
PENJELASAN FORM DAN PRINSIP PELAKSANAAN SOP

A. Isi Form SOP
Dokumen SOP merupakan dokumen yang berisi prosedur-prosedur yang
distandarkan yang secara keseluruhan prosedur-prosedur tersebut membentuk
suatu kesatuan proses. Adapun informasi yang dimuat dalam dokumen SOP antara
lain sebagai berikut :

Nama SOP : nama prosedur yang di SOP kan;

Satuan Kerja/Unit Kerja : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;

Nomor SOP : nomor prosedur yang di SOP kan;

Tanggal pembuatan : tanggal pertama kali SOP dibuat;

Tanggal revisi : tanggal SOP prosedur revisi;

Tanggal pengesahan : tanggal efektif SOP mulai diberlakukan;

Disahkan oleh : pengesahan oleh pejabat yang berkompeten pada tingkat satuan

kerja;

Dasar hukum : peraturan perundang-undangan yang mendasari prosedur;

Keterkaitan : memberikan penjelasan mengenai ketrkaitan prosedur yang

distandarkan;

10. Peringatan : memberikan penjelasan mengenai kemungkinan-kemungkinan yang
terjadi Ketika prosedur dilaksanakan atau tidak dilaksanakan;

11.Kualifikasi pelaksana : memberikan penjelasan mengenai kualifikasi pegawai yang
dibutuhkan dalam melaksanakan perannya pada prosedur yang distandarkan;

12.Peralatan dan perlengkapan : memberikan penjelasan mengenai daftar peralatan
dan perlengkapan yang dibutuhkan;

13. Pencatatan dan pendataan : memuat berbagai hal yang perlu didata dan dicatat
oleh setiap pejabat dan pelaksana prosedur yang telah distandarkan;

14, Uraian SOP : menjelaskan langkah-langkah kegiatan secara terinci dan sistematis
dari prsedur yang distandarkan;

R L

=

B. Perinsip Pelaksanaan SOP

Pelaksanaan SOP harus memenuhi prinsip sebagai berikut :

1. Konsistensi : SOP harus dilaksanakan secara konsisten dar waktu ke waktu, oleh
siapapun dan dalam kondisi apapun oleh seluruh pejabat dan pelaksana di
lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;

2. Komitmen : SOP harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dari seluruh
jajaran organisasi dari level yang paling rendah sampai yang tertinggi;

3. Perbaikan berkelanjutan : pelaksanaan SOP harus terbuka terhadap segala
penyempurnaan untuk memperoleh prosedur yang benar-benar efisien dan efektif;

4. Mengikat : SOP harus mengikat pelaksana dalam melaksanakan tugasnya sesuai
dengan prosedur yang telah ditetapkan;

5. Seluruh unsur memiliki peran penting : seluruh pegawai berperan dalam setiap
prosedur yang distandarkan. Jika ada pegawai yang tidak melaksanakan perannya
dengan baik, maka akan mengganggu keseluruhan proses yang akhirnya juga
berdampak pada proses penyelenggaraan pemerintahan;

6. Didokumentasikan dengan baik : seluruh prosedur yang telah distandarkan harus
didokumentasikan dengan baik, sehingga dapat selalu dijadikan referensi.



BAB 111
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang menyelenggarakan pelayanan
publik di Bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah, oleh karenanya Dinas Perpustakaan dan
Arsip Daerah juga mempunyai kewajiban untuk menyusun Standar Operasional Prosedur
(SOP).

Saat ini Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas juga
telah berupaya untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai salah satu
usaha dalam mendukung percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah pada
umumnya dan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada khususnya.
Berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi yang ada di Dinas Perpustakaan dan Arsip
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas telah diidentifikasi Standar Operasional Prosedur
(SOP). Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan
dalam prosedur dan tumpang tindih aktifitas antara bagian/seksi yang satu dengan yang
lain.

SOP yang telah disusun ini diharapkan dapat dijadikan pedoman atau acuan kerja
bagi setiap Pejabat dan Pelaksana pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dengan adanya SOP
ini kedepannya diharapkan tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan dengan baik, sesuai
dengan prosedur yang telah ditetapkan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan
dalam pelaksanaannya.

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disusun pada Dinas Perpustakaan
dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 33 (tiga puluh tiga) SOP, antara
lain :

I. SEKRETARIAT

I.1. SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

No Nomor SOP Jenis Standar Operasional Prosedur

1. |000.8.3.3/01/DISPUSIPDA/04/2025 Layanan Administrasi Surat Masuk

2. | 000.8.3.3/02/DISPUSIPDA/04 /2025 Layanan Administrasi Surat Keluar

3 000.8.3.3/03/DISPUSIPDA /04 /2025 Layanan Usulan Kenaikan Gaji
Berkala (KGB) ASN

4. |000.8.3.3/04/DISPUSIPDA/04/2025 Pelayanan Kenaikan Pangkat

5. |000.8.3.3/05/DISPUSIPDA/04/2025 Daftar Urut Kepegawaian ASN

6. | 000.8.3.3/06/DISPUSIPDA/04/2025 Pelaksanaan Kegiatan
Rapat/Bimbingan Teknis/Sosialisasi

7. 1000.8.3.3/07/DISPUSIPDA /04 /2025 Mekanisme Permohonan Kartu
Pegawai, Kartu Istri/Kartu Suami

8. |000.8.3.3/08/DISPUSIPDA/04/2025 Mekanisme Pengajuan Cuti

9. |000.8.3.3/09/DISPUSIPDA/04 /2025 Mekanisme Usulan Penghargaan Satya
Lencana Karya Satya

10. | 000.8.3.3/10/DISPUSIPDA /04 /2025 Pengelolaan Barang Milik Daerah

11. | 000.8.3.3/11/DISPUSIPDA /04 /2025 Pengajuan Gaji dan Tunjangan
(KESRA)

12. | 000.8.3.3/12/DISPUSIPDA /04 /2025 Pengajuan Langsung (LS) dan
Tambahan Uang (TU)

13. | 000.8.3.3/13/DISPUSIPDA /04 /2025 Pengajuan Ganti Uang (GU) atau
Persediaan

14, | 000.8.3.3/14/DISPUSIPDA/04 /2025 Pencairan Belanja Modal

15. | 000.8.3.3/15/DISPUSIPDA /04 /2025 Pencairan Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Daerah/Luar
Daerah /Bimtek/Kursus




16. | 000.8.3.3/16/DISPUSIPDA /04 /2025 Penyusunan  Rencana Strategis
(RENSTRA)

17. | 000.8.3.3/17/DISPUSIPDA/04/2025 Penyusunan Indikator Kinerja Utama
(IKU)

18. | 000.8.3.3/18/DISPUSIPDA/04 /2025 Pelaksanaan Penyusunan Rencana
Kinerja Tahunan (RKT)

19. | 000.8.3.3/19/DISPUSIPDA/04 /2025 Monitoring RENSTRA, RKT, Perjanjian
Kinerja dan Rencana Aksi

20. | 000.8.3.3/20/DISPUSIPDA/04 /2025 Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

21. | 000.8.3.3/21/DISPUSIPDA/04/2025 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
(RKA)

22. | 000.8.3.3/22/DISPUSIPDA/04 /2025 Penyusunan Penetapan Kinerja
(TAPKIN)

23. | 000.8.3.3/23/DISPUSIPDA/04 /2025 Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

II. BIDANG PERPUSTAKAAN

1.

000.8.3.3/24/DISPUSIPDA/04/2025

Pendaftaran Anggota Perpustakaan

2. | 000.8.3.3/25/DISPUSIPDA/04 /2025 Layanan Anak

3. |000.8.3.3/26/DISPUSIPDA/04 /2025 Layanan Sirkulasi

4. |000.8.3.3/27/DISPUSIPDA/04/2025 Perpustakaan Keliling
5. |000.8.3.3/28/DISPUSIPDA/04 /2025 Inovasi Perpustakaan
6. |000.8.3.3/29/DISPUSIPDA/04/2025 Layanan Baca ditempat

[1I. BIDANG ARSIP DAERAH

1.

000.8.3.3/30/DISPUSIPDA /04 /2025

Pemberkasan dan Penyimpanan Arsip
Aktif

2. |000.8.3.3/31/DISPUSIPDA /04 /2025 Pemindahan Arsip Inaktif dari Unit
Pengolah ke Unit Kearsipan

3. | 000.8.3.3/32/DISPUSIPDA/04/2025 Penataan dan Penyimpanan Arsip
[naktif

4. |000.8.3.3/33/DISPUSIPDA/04/2025 Pengelolaan Arsip Statis




BAB IV
PENUTUP

Standar Operasional Prosedur (SOP) hanyalah bagian kecil darn aspek
penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan. Namun demikian SOP mempunyai peran
penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang efisien, efektif, dan konsisten dalam
pemeberian pelayanan kepada masyarakat, hal ini dikarenakan SOP berisi pedoman
mengenai langkah-langkah/tahapan/prosedur sebagaimana suatu proses kerja harus
dilakukan. Oleh karena peran pentingnya tersebut maka pada Dinas Perpustakaan dan
Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas juga menyusun Standar Operasional Prosedur
(SOP) sebagai suatu upaya dalam mendukung percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi
di Daerah pada umumnya, dan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
pada khususnya.

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini diharapkan dapat bermanfaat
dan menjadi sumbangsih Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan
Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
Pada tanggal 3 April 2025

Kepala Dinas
/. M‘QNEHH dan Arsip Daerah,

-'é-‘/
II\ o Il" Sy L.:. -

A Rusmﬂ:n.@ﬁzmuram, S.S0s
\‘E}.'ﬂb / yUtama Muda (IV/c)

SSNIP 197006242003121005



Nomor SOP 000.8.3.3/01/DISPUSIPDA /04 /2025

Tanggal Pembuatan 2 April 2025

Tanggal Revisi 2 April 2025
Tanggal Pengesahan 2 April 2025 o
Disahkan Oleh 7 ' DINAS,

DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

i UMuda

. Kepala Sub Bagian

Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Petugas Administrasi Persuratan

Republik Indonesia Nomor 4879);

3. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;

5. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;

6. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah:;

7. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional

NIP-197006242003121005
| Nama SOP Layanan Administrasi Surat Masuk
DASAR HUKUM 05 KUALIFIKASI PELAKSANA o
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang- | 1. Kepala Dinas
undang Nomor 5 Tahun 2015: 2. Sekretaris
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi | 3. kepala Bidang
4
5.

Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. _ .
~ PERALATAN/PERLENGKAPAN

HETERKAITAN

=

1. Standar Operasional Prosedur Layanan Administrasi Surat Masuk 1. Komputer 5. Lemari File
2. Scanner 6. Goby Surat Masuk

3. Alat Tulis Kantor 7. Surat Dinas
4. Lembar Disposisi 8. Cap Dinas

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP Layanan Administrasi Surat Masuk tdak berjalan sebagaimana mestinya, maka akan mengganggu tugas- | 1. Buku Agenda Surat Masulk
tugas pelayanan dan tertib administrasi di Lingkungan Dinas Perpustakann dan Arsip Daeral Kabupaten Kepulauan

Anambas.

DEFINISI

Surat Masuk merupakan semua tulisan-tulisan atau berita-berita yang diterima dari Instansi/pihak lain, yang penerimannnya dipusatkan di sekretarint atau bagian lain
yang diberi wewenang untuk bertugas imu.

——




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LAYANAN ADMINISTRASI SURAT MASUK
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DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
undang Nomor 5 Tahun 2015;
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LLinglmngnn Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
7. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor
Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

6. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun EDDE‘ tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi

Nomor SOP 000.8.3.3/02 /DISPUSIPDA J04/2025
Tanggal Pembuatan 2 April 2025
Tanggal Revisi 2 April 2025
Tanggal Pengesahan | l%’ 025 =
Disahkan Oleh e
MP-197006242003121005
Nama SOP Layanan Administrasi Surat Keluar
| KUALIFTKASI PELAKSANA =
1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Kepala S8ub Bagian
4. Pembuat Surat
5. Petugas Administrasi Persuratan

Tugas dan

70 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional

Kepulauan Anamhbas.
KETERKAITAN

1. Standar Operasional Prosedur Layanan Administrasi Surat Masuk

Komputer 5. Lemari File
Scanner B. Goby Surat Masuk

Alat Tulis Kantor 7. Burat Dinas

L SR

_PERINGATAN

.__Lembar Disposisi 8. Cap Dinas

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Buku Agenda Surat Keluar

2. Buku Ekspedisi Surat Keluar

Jika SOP Layanan Administrasi Surat keluar Gidak berjalan sebagaimana mestinya, maka akan berdampak pada tugas
pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
DEFINISI

Sekretariat/ Sekretaris atau Pejabat yang diberi wewenang meneliti,

Surat Keluar merupakan semua tulisan-tulisan yang dikirimkan kepada Instansi/pihak lain,

yang setiap konsep untuk diajukan kepada Pimpinan disalurkan melalui kepada




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LAYANAN ADMINISTRASI SURAT KELUAR
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Nomor SOP 000.8.3.3/03/DISPUSIPDA /04 /2025
Tanggal Pembuatan 2 April 2025

Tanggal Revisi 2 April 2025

Tanggal Pengesahan 2 April 2025

Disahkan Oleh V& e PR DINAS,
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Al > B\

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NIBF197006242003121005

Layanan Usulan Kenaikan Gaji Berkala
Nama SOP Aparatur Sipil Negara pada Dinas

| Perpustakaan dan Arsip Daerah
KUALIFIKAS] PELAKSANA

DASAR HUKUM K
l. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi | |, Kepala Dinas
Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara | 2. Sekretaris
Republik Indonesia Nomor 4879). 3. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah | 4, Petugas Administrasi Persuratan
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil {Lembaran Negarn Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123).
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas.
4. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
5. Peraturan Bupati Kepulsuan Anambas Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusupan Standar Operasional Prosedur di
|___Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. N
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
|. Standar Operasional Prosedur Layanan Usulan Kenaikan Gaji Berkala ASN 1. Komputer 5. Kendaraan
2. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 2. Amrah Gaji terakhir 6. Lembar Disposisi
3. Alat Tulis Kantor 7. Lemari File
4. BK Pangkal Terakhir 8. Berkas KGB ASN
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP Kenaikan Gaji Berkala tidak berjalan scbagaimana mestinya, maka akan tertunda kenaikan gaji berkala ASN | 1. Form Usulan Kenaikan Gaji Berkala ASN
yang ada di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. 2. Buku Agenda Surat Keluar
3. Buku Indcks Surat

Kenaikan Gaji Berkala adalah kenaikan pEjl yang diberikan kepada pegawal negeri sipil vang telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji
berkala yaitu setiap 2 (dua) tahun sekali dan apabila telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LAYANAN USULAN KENAIKAN GAJI BERKALA APARATUR SIPIL NEGARA PADA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
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Nomor SOP 000.8.3.3/04 /DISPUSIPDA /04 /2025
. Tanggal Pembuatan 2 April 2025
| Tanggal Revisi 2 April 2025
Tanggal Pengesahan 2 3
Disahkan Oleh Fa DINAS,
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH = == -
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS a . 3 e
i ey 3
ﬁ%& *}Rba-_-:""é < :
'n'f':{., Utama Muda
= 006242003121005
| Nama SOP Pelayanan Kenaikan Pangkat
DASAR HUKUM = =  KUALIFIKASI PELAKSANA
I, Undang-Undung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [Le:mmbarnn Negara Republik Indonesia Tahun 2014 1. Kepala Dinas

2. Peraturan Pemeriniah Nomor 99 Tehun 4000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 4002 tentang Kenaikan Pangkat Pegrwai Negeri Sipil [ ©° "
(Lebaran Negara Republik Indonesia Tuhun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Repubiilc b o o Nomor 4017) 3. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
3. Peraturan Pemerintah Momor 9 Tahun 2003 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Wewenang Penganghatan, Pemindahan, don | 4. ngﬁdm.ln:lsuasl Kepegawaian
Pemberhentian Pegawad Negen Sipil. [Lembaran Negara Hepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan LembSaran Negara Republik |5, ﬁ.ﬂﬂjnng akan m&m;_
Indonesia Nomor 4263,
4. Permluren Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Popawei Negeri Sipal [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomar 74,
Tambahan Lembaran Negarn Republik Indonesia Nomor 5135),
. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentlang Manajemen Pegawsi Negeri Sipil (Lemberen Negara Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan
Lembaran Nogara Nomor 6037).
. PEREA BEN Momor 12 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanasn Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri S:pil.

" Painsckitah Kabupaten Kepulauan Anambas,
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Standar Operasional Prosedur [BOP) Layanan Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negara [(ASN) Badan Kepegawaian dan . Komputer 3. Lembar Disposisi
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas. 2. ATK 4. Lemari Arsip

PERINGATAN S PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. SOP Layanan Kenaikan anglmthﬂﬁldnﬁﬂldnnﬂmmdnnﬁmmhnm Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan | |, Duhrﬂﬂﬂmahnnlﬂ:pmgk&lt
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KETERKAITAN

Nomor SOP 000.8.3.3/05/DISPUSIPDA /04 /2025
Tanggal Pembuatan 2 April 2025
Tanggal Revisi 2 April 2025
Tanggal Pengesahan 2 April 2025 - ]
Disahkan Oleh S — DINAS,
& P
_3- — v
o
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 2 \3 -
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS £ " ¢ -
6242003121005
N SOP ?{[iaé’tﬂs;r Urut Kepangkatan Aparatur Sipil Negara
DASAR HUKUM = KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran 1. Kepala Dinas
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6). 2. Sekretaris
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara | 3. Kepala Bidang
Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037). 4, Kasubbag Umum dan Kepegawaian
3. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, | 5. Pengadministrasian Kepegawaian
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;

4. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar
| Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

PERALATAN /PERLENGKAPAN

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas

1. Standar ﬂperaninn?l Prosedur (SOP) Daftar Urut Kepangkatan {DUK) Aparatur Sipil Negara (ASN) di

1. Kemputer 3. Lembar Disposisi
2. ATK 4. Papan DUK

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

kepangkatan ASN di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

>

SOP Daftar Urut Kepangkatan (DUK) tidak disusun, maka akan menyulitkan dalam menentukan urutan

Daftar Urut Kepangkatan Aparatur Sipil Negara
(ASN) Dinas Perpustakean dan Arsip Daerah

E——

bersangkutan dapat dengan mudah membaca,

Daftar Urut Kepangkatan ASN merupakan suatu daftar yang didalamnya memuat nama Pegawai Sipil dan Satuan Organisasi Negara yang disusun menurut
tingkat kepangkatannya. Daftar Urut Kepangkatan yang telah ditetapkan, diumu

mkan dengan cara yang jelas sedemikian rupa, schingga PNS yang




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DAFTAR URUT KEPANGEKATAN ASN
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2. Peraturan Pemerintah Nomer 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037).

3. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;

4. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar

 Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

KETERKAITAN =

’ | Nomor SOP 000.8.3.3/06/DISPUSIPDA /04 /2025
Tanggal Pembuatan 2 April 2025
Tanggal Revisi 2 April 2025
Tanggal Pengesahan 2 Apri B
Disahkan Oleh A DINAS,
=G
a’ /)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH w\E el d -
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS A\ / o
S 4 Utama Muda
] 06242003121005 ==
Pelaksanaan Kegiatan Rapat/Bimbin
Haine HUT B Teknis/Sosialisasi i -
DASAR HUKUM | - KUALIFIKASI PELAKSANA B
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran | 1. Kepala Dinas
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6). 2. Sekretaris

3. Kepala Bidang
4, Kasubbag Umum dan Kepegawaian
5. Pengadministrasian Kepegawaian

' PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Standar Operasional Prosedur Layanan Administrasi Surat Masuk

2. Standar Operasional Prosedur Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja
| 3. Standar Operasional Prosedur Pengukuran Kinerja

' 4, Standar Operasional Prosedur Penilaian Kinerja

3. Lembar Disposisi
4. Papan DUK

1. Komputer
2. ATK

PENCATATAN DAN PENDATAAN

PERINGATAN

SOP Pelaksanaan Kegiatan Rapat/Bimbingan Teknis/Sosialisasi tidak digunakan, ini menunjukkan adanya
masalah dalam implementasi, seperti kurangnya pemahaman, tidak adanya evaluasi berkala, atau SOP yang
tidak sesuai dengan kondisi aktual, yang dapat menyebabkan ketidakefisienan dan inkonsisiensi dalam

1. Daftar Hadir
2. Notulen
3. Dokumentasi

pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daecrah
DEFINISI

Teknis (Bimtek) adalah pelatihan praktis untuk meningkatkan
organisasi atau menerapkan peraturan. Sosialisasi adalah kegiatan penyebaran informasi,
pemahaman dan partisipasi, seringkali dengan tujuan perubahan perilaku atau sikap.

Rapat adalah pertemuan yang terorganisasi untuk membahas topik atau tujuan tertentu, dengan melibatkan diskusi dan keputusan bersama. Bimbingan
pemahaman dan keterampilan peserta dalam bidang teknis tertentu, seperti mengelola
kebijakan, atau program kepada khalayak luas untuk memastikan




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN RAPAT/BIMBINGAN TEKNIS/SOSIALISASI

Pelaksana Mutu Baku
Uraian Prosedur Kasubbag/PP | Sckretaris | Kepala | i T
Pelaksana TK OPD OPD Kelenghapan a tp
I. | mendisposisi  suwrat  dan Kasubag/PPTK  untuk surt masuk Smenit | Hasil disposisi
melaksanakan kegiatan D Lembar disposis
, | Sekretaris meneruskan disposisi dari Kepala OPD E— S Sment | Hasil disposisi
3 Kasubbag membuat rancangan kebutuhan yang terkait e Surat masak Smemt | Rancangan kebutuban
| pelaksansun kegiatan l Leimbar disposisi
Pelaksana Mota dines pengajuan dana | 2 han Persiapan pelaksanzin
: Surat undangan Reana
Membuat nota dinas pengajuan dana ot EE— P .
- Membuat dan mengedarkan sural undangan D'ﬁ"i'““‘““ kT
- Membust sural pesanan konsumsi Dufiar hﬁtMH
4, | - Membuat nota dinas penggunaan tempat Tempet pelal
= (MO SYEM N Narasumber. pembuka acara
- Membuat daflar hadir i i
- Membuat surst permohonan narasumber T Egaran
MC, moderator, notulen
5 | Kasubbag memeriksa persiapan pelaksanaan kegiatan dan Berkas kegiatan 2 jam ::FEWFE“W :
" | melaporkannya kepada Sekretanis I"‘"“". e
& Persetujuan pelaksanaan kegiatan ¥ Berkas kegiatan | 1 jam mﬂmsﬂn
7. | Persetujuan pelaksanaan kegiatan ,.I—'—li Berkas kegiatan 30 meni il-‘!dﬂﬂﬂ s
' Herkas kegiatan ihan | Kegiatan
g Kasubbag melaksanakan kegiatan —--—-L keg
g menyusun SPJ sebagsi kelengkapan pengajuan dana D Herkas kegiatan Than | SPJ tersusun
" | Kegiatan -




Nomor SOP

000.8.3.3/07 /DISPUSIPDA /04 /2025

Tanggal Pembuatan

2 April 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan Oleh

DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

3

Nama SOP

Mekanisme Permohonan Kartu Pegawai, Kartu
Istri/ Kartu Suami

DASAR HUKUM

KUALIFIEASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037).

3. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;

4, Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris

3. Kepala Bidang

4. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
5. Pengadministrasian Kepegawaian

KETERKAITAN

PERALATAN /PERLENGKAPAN

1. Standar Operasional Prosedur Layanan Administrasi Surat Masuk
2. Standar Operasional Prosedur Daftar Urut Kepangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN)

PERINGATAN

1. Komputer 3. Lembar Disposisi
2. ATK 4. Papan DUK

et

ﬂp&Eﬂa SOP ini tidak dilaksanakan maka data kepegawaian kurang akurat

1, Komputer dan kelengkapannya

2. ATK

3. Surat Permchonan Pembuatan Karpeg,
Karis, dan Karsu

4, Berkas Persyaratan Pengusul

5. Surat Pengantar Pengusul

6. Data Pegawai

negeri sipil yang bersangkutan.

Kartu Istri/Kartu Suami adalah kartu identitas istri/suami Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam arti bahwa periﬁ:iangnya adalah istri/suami sah dari pegawai

—




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MEKANISME PERMOHONAN KARTU PEGAWAI, KARTU ISTRI/KARTU SUAMI

Pelaksana  Mutu Baku
Uraian Prosedur Hasubbag Sekretaris | Kepala =~ BKP
ASN Umpeg OPD OFD SDM Kelengkapan Waktu Output
1. . Surai Edaran dari BKP . | Surat Permohonan
Usul Pembuatan Karpeg, Karis/Karsu () B S By g
> Surat Permohonan Burat edaran
2. | Informasi Persyaratan Karpeg, Kans/Karsu Pembuatan Karpeg. 1jam | Persyaratan Karpeg,
Karis / Karva Karis/Karsu
Informasi Kelengkapan
3 Melengkapi Persyaratan Karpeg, h | Barkas Persyaratan | hary | Berkas Persyaratan
" | Karis/Karsu T Pembuatun Karpeg. Karpeg, Karis/Karsu
| Karis /Karso
i Berkas Persyaratan Berkas Persyaraan
4. Fu@?{ul E:rkns l::mhuamn Karpeg, <> <asiart Kaross, | hart S dan
Karis/Karsu dan membuat surat pengantar Karin/Karsu st perjpriter
Y Surat Pengantar
5. | Paral Surat Pengantar ':] Pembuatan Karpeg, 1 jam g:'“"“ TN
= ' Karis/Karsu parsd
1 Surat Pengantar
Penandatanganan surat pengantar el — Pamm:;:n“ Karpeg, 1 jam :I“’"[PE"“'"T
- T Surat Pengantas
Pembuatan Kanpeg. A
6. | Pengiriman Berkas - :.inrhjﬁmujm:;:lnh 1 jam ?ﬁ“ﬁ"m“H“F
§ Berkas Persyaratannya
1 Surat Pengantar
Pembuatan Karpeg,
7. | Proses +* <> Kyﬁfm:uyﬂ?;:hh | bulan | Karpeg, Karis/Karsu
ditandatangani
—— - Herkas Pornyaratannya
8. | Penerimaan Karpeg. Karis, Karsu d X Karpeg, Karia/Karsu 1 jam Karpeg, Karis/ Karsu
9. | Penyerahan Kﬂpfﬂ' Karis/Karsu Q Tanda terima | jam mﬁm o

——




' 3. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nemor 70 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

4.

[ Nomor SOP | 000.8.3.3/08/DISPUSIPDA /04 /2025
Tanggal Pembuatan 2 April 2025
| Tanggal Revisi
Disahkan Oleh
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
| Nama SOP e
 DASAR HUKUM ==——==—uc _ KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran | 1. Kepala Dinas
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6). 2. Sekretaris
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara | 3. Kepala Bidang
Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037). 4, Kasubbag Umum dan Kepegawaian

5. Pengadministrasian Kepegawaian

1. Standar Operasional Prosedur Layanan Administrasi Surat Masuk
2. Standar Operasional Prosedur Daftar Urut Kepangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN)
3. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Kenaikan Pangkat

PERALATAN /PERLENGEAPAN

1. Komputer 3. Buku Saku Cuti ASN
2. ATK 4. Papan DUK

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan terhambat usulan Cuti Aparatur Sipil Negara

1. Data dicatat dan direkap
2, Pendokumentasian

| DEFINIST

Kepegawaian) atau pejabat yang mendapat delegasi sebagian wewenang dari PPK untuk memberikan cuti.

Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja vang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah PPK (Pejabat Pembina




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MEKANISME PENGAJUAN CUTI

——

Pelaksana Mutu Baku
l.lll“-. I lﬂ!{'dlﬂ' H 5 ﬁl'.l
asubag " Kepala
Pemwhon Pelabisana U Sckretaris OPD Kelenghnpan Wakte Output
Pemohon membuat wsulan cuti yang sudah X Surat Permohonan Cuti 30 menit
disetujui atasan langsung ‘ } Surat pendukung cuti
yang diajukan
Paraf sural permohonan cuti = ERSS == Surat Permohonan Cutj 15 menit Hasil
—ti verifikas
Paraf surat permohonan cuti & Sural Permohonan Cuti 10 menit Surat
terparal’
s ;
Penandatanganan surat permohonan cuti Surat Permohonan Cuti 10 menit Permohona
4'<> 1 disetujui
Sural permohonan dicatat pada buku register _ Y R.rgiﬂmrﬁm‘ullﬂ:lw 30 menit Surat Cuti
surat keluar, Buku Penjagaan Cuti dan diinput i Buku Penjagaan Cuni stap dikinm
pada aplikasi cuti online kemmudian -, = Aplikasi Cuti Online ke
rekomendasi cuti dikinm ke BKPSDM schagai Internet BKIPSDM
data pendukung Box Arsip




Nomor SOP | 000.8.3.3/09/DISPUSIPDA /04 /2025
Tanggal Pembuatan 2 April 2025 B
Tanggal Revisi 2 April 20
Tanggal Pengesahan 2 Apri ==,
Disahkan Oleh
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TR 2
e
006242003121005
Mekanisme Usulan  Penghargaan  Sat
NTE SOP Lencana Karya Satya - 5
DASAR HUKUM KUALIFIEASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran | 1. Kepala Dinas
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor &). 2. Sekretaris
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara | 3. Kepala Bidang
Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037). 4, Kasubbag Umum dan Kepegawaian
3. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, | 5. Pengadministrasian Kepegawaian

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
4, Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
KETERKAITAN == PERALATAN/PERLENGKAPAN -
1. Standar Operasional Prosedur Layanan Administrasi Surat Masuk 1. Komputer 3. Lembar Disposisi
2. Standar Operasional Prosedur Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja 2. ATK 4. Papan DUK

3. Standar Operasional Prosedur Pengukuran Kinerja
4, Standar Operasional Prosedur Penilaian Kinerja

5. Standar Operasional Prosedur Daftar Urutan Kepangkatan (DUK)

PERINGATAN - PENCATATAN DAN PENDATAAN

- Jika persyaratan dan prosedur tidak dipenuhi maka permohonan tidak dapat diajukan; 1. Berkas Persyaratan Pengusul

. Pengajuan pemberian penghargaan dilakukan tidak hanya tindak lanjut dari usulan pemchon tetapi bisa | 2. Surat Pengantar Pengusul
berdasarkan hasil evaluasi data masa kerja pegawai. 3. Data Pegawai

DEFINISI

Satvalancana Karya Satya adalah sebuah tanda penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah berbakti selama 10 atau 20 atau 30
tahun lebih secara terus menerus dengan menunjukkan kecakapan, kedisiplinan, kesetian dan pengabdian sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap

| pegawal lamnnya. —_= = = —




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MEKANISME USULAN PENGHARGAAN SATYA LENCANA KARYA SATYA

Pelaksana Mutn Baku
Uraian Prosedur
" Pemohon s opn' | mxesom Kelenghapan Waktu Output
Membuat nota dinas usulan penghargaan ( ) 1 Surst Fearan dari BKP SDM 1 hard mml
Informas Kelengkapan
Informasi Persyaratan usulan penghargaan A T I jam Burkam Permucsian
Melengkapi Persyaratan usulan penghargaan < Ieformas: :.:I.:qj:qhu m o Berkas Persynratan
penghargann penghargsan
Ticrkas Persvarsan
Verifikasi Berkas Pembuatan usulan penghargsan Berkas Persvaratan Pembusion e Pembustan usulan
dan membuat surat pengantar usilan petypharguan ﬁm yang Tclab
Bl Pcmm:rh
Penandatanganan Surat Pengantar 'l :auwm mem L H#Fﬂrm ietab
dlvinridivtan g
- Surat Pengantar Pembuatan k'n o
Pengiriman Berkas e fﬁ"l“ﬂ_‘m;mm Lo - | jam T i
Persyaratannya
.< Surat Pengantar Pernbisitan o
wwilan penghargaan vang telih Badya pna Karva
Proses > ditansdatangand dan H‘:‘ﬁl o Salya
Penerimaan Satva Lencana Karya Satva = ¥ e m::lmm | jam :E:L‘“'““ Fanm
e den
Penyerahan Satya Lencana Karya Satya ( } SetynLancens Jarys Selm O e




Nomor SOP 000.8.3.3/010/DISPUSIPDA /04 /2025
Tanggal Pembuatan 2 April 2025
 Tanggal Revisi 2 April 2025

Tanggal Pengesahan 2 April 2025

DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH | Disahkan Oleh
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Nama SOP

e g - ——

DASBAR HUKUM

Pengelolaan Barang Milik Daerah
KUALIFIKASI PELAKSANA

== =

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admistrasi Pemerintah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Repuplik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

4, Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah;

5. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik
Daerah,

1. Kepala Dinas

2. Sckretaris

3. Kepala Bidang

4, Kasubbag Umum dan Kepegawaian

5. Pengadministrasian Barang Milik Daerah

PERALATAN/PERLENGEKAPAN

_——

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Administrasi Surat Masuk
2. Standar Opcrasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencairan Belanja Modal

1. Komputer, Printer 3. Jaringan Internet
2. ATK 4. Aplikasi BMD

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. SOP Pengelolaan Barang Milik Daerah ini tidak disusun dan dilaksanakan, maka akan menyulitkan dalam
memonitoring dan pengawasan Barang Milik Daerah

1. Kartu ldentitas Barang (KIB|
2. Kartu Inventaris Ruangan (KIR)
3. Laporan Barang Milik Daerah

Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,
| pengamanan, dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Pelaksana Mutu Baku
Pengelola
i Rean Barang Milik Kesubag Sekretaris BPKPD Kepala Dinas | Kelengkapan |Waktu Dutput
Umpeg
Daerah i
Menginvetarisasi Barang Milik Daerah yang Alat Tulis Kantor | 1 Harl [Data Barang Milik
1 |menjadi aset baik yang sudah ada maupun Daerah
yang baru diterima dari pengadaan baru. |
|Memberikan kodefikasi/penggolongan Komputer dan 1 Hari [Labelisasi Barang Milik
2 |terhadap aset BMD sesuai dengan kodenya Printer Dasrah
serta melakukan labelisasi pada BMD
Mencatat kondisi barang yang diinventarisir Alat Tulis Kantar 1 Hari |Laparan Kondisi Barang
3 |(balk, rusak ringan atau rusak berat)
Membuat Daftar Barang Ruangan (DBR), ==, [ Komputer Aplikasi| 3 Jam |DBR, DBL, KI8
4 |Daftar Barang Lainnya|{DBL) serta Kartu BMD
Indentitas Barang (KI B) { | [
Menginput semua transaks| yang Komputer Aplikasi| 1 Hari |Data terinput
; berhubungan dengan BMD [pembelian, AMDO
transper masuk, hibah) dalam aplikasi SIMDA
Barang l
Melakukan Rekonsiliasi Aset dan Komputer Aplikasi| 3 Jam |Berita Acara Rekonsiliasi
6 |Persediaan dengan membuat berita acara P'[ - BMD
rekonsiliasi e |
memeriksa dan meneliti Hasil Rekonsiliasi Aset | ~ |AlstTulis Kantor | 1Hari |Data Barang Milik i
T ldan Persediaan B Daerah
Membuat laporan Barang Milik Daerah Komputer dan 10 Hari (laporan Rekonsiliasi BMD
8 semester |, Semester |1 dan ahunan, yang v Printer
{diparaf Kasubbag Keuangan, Umum dan I_
Kepagawalan —|
L Alat Tulls Kantor 10 Laporan Rekonsiliasi BMD yvang sudah
9 |Mengetahul dan paraf laporan "’I Menit |diparaf pejabat eselon (11
menyetujui dan menandatangani Laporan Alat Tulis Kantor 10 |Laporan Rekonsilias! BMD yang sudahb
10 |Sudah dikerjakan dan akan dsampalkan Ke Menit |ditandatangani oleh Kepala Dinas
BPKPD
menerima laporan BMD yang telah ditanda Berkas laporan 1 Hari |Dokumen Laporan BMD
11 tangani kepala dinas dan mendokumentasikan I,'
laporan serta mengarsipkan




DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Nomor SOP 000.8.3.3/011/DISPUSIPDA /04 /2025

 Tanggal Pembuatan 2 April 2025

Tanggal Revisi 2025

Tanggal Pengesahan

Disahkan Oleh

Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat

. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011
Pengelolaan Keuangan Daerah

. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 14 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyusunan Standar

tentang Pokok-Pokok

1. Kepala Dinas/Pengguna Anggaran

2. Pejabat Penatausahaan Keuangan /PPTK
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK
4. Bendahara Pengeluaran

5. Sub Bagian Program dan Keuangan

Keterkaitan

Peralatan /Perlengkapan

'Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Administrasi Keuangan di
Badan Keuangan Daerah Kabupaten kepulauan Anambas

1. Komputer/Laptop

2. Aplikasi SIMDA Keuangan
3. ATK

4, Printer

5. Cap Dinas

6. Materai

— - - — -

Pe tan

Pencatatan dan Pendataan

Jika SOP ini lidak terlaksana dengan baik maka akan menghambat
proses pencairan belanja gaji dan tunjangan (KESRA)




STANDAR OFERASIONAL PROSEDUR [SOP) PENGAIUAN GAJ DAN TUNIANGAN [KESRA)
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DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

i Tanggal Pembuatan

Nomor Sﬁ‘

e T,

Tanggal Revisi

2 April 2(}?5
Tanggal Pengesahan ;

Disahkan Oleh

N i ¥
I\\ qﬁ.ﬂ ... F 1

Nama SOP

Uangan (TU) Persediaan]

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

2. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat

3. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah

4, Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 14 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyusunan Standar

Kepala Dinas/Pengguna Anggaran
Pejabat Penatausahaan Keuangan /PPTK
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan /PPTK
Bendahara Pengeluaran

Sub Bagian Program dan Keuangan

b -

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

'Standar Gp-eraamnal Prosedur (SOP) Layanan Administrasi Keuangan di
Badan Keuangan Daerah Kabupaten kepulauan Anambas

. Komputer /Laptop
Aplikasi SIMDA Keuangan
ATK

. Printer

Cap Dinas

. Materai

tan

P:nnltl.'l:ln dan Pendataan

Jika SOP ini tidak terlaksana dengan baik maka akan menghambat
proses pencairan belanja Langsung (LS] dan Tambahan Uang (TU)

Persediaan
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DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

I'I'_-_ L o
. e 2
==

— e —

Nomor SOP 000.8.3.3/013/DISPUSIPDA/ 04 /2025
Tanggal Pembuatan 2 April 2025

Tanggal Revisi 12 hprll 2{]25

Tanggal Pengesahan ——

Disahkan QOleh

Nama SOP

Pengajﬁanﬂanu Uang(GU) Persediaan

Duur Hulkum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 1. Kepala Dinas/Pengguna Anggaran
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 2. Pejabat Penatausahaan Keuangan/PPTK
2. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan 3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 4. Bendahara Pengeluaran
3. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok 5. Sub Bagian Program dan Keuangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 14 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyusunan Standar
Keterkaitan S - Peralatan/Perlengkapan — S
'Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Administrasi Keuangan di 1. Komputer/Laptop
Badan Keuangan Daerah Kabupaten kepulauan Anambas 2. Aplikasi SIMDA Keuangan
3. ATK
4. Printer
5. Cap Dinas
6. Materai
7. BSP

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Jika SOP ini tidak terlaksana dengan baik maka akan menghambat
proses pencairan belanja Langsung (LS) dan Tambahan Uang (TU)
Persediaan
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| Nomor SOP : | 000.8.3.3/014/DISPUSIPDA/04 /2025
| ‘Tanggal Pembuatan | : | 2 April 2025 -
| Tanggal Revisi o Apnl 2025
| Tanggal Pengesahan : -
| Disahkan Oleh V7
- DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH i/ =
‘ KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS l'l &
'\j‘ USMANDA AZN §.508
5 w tama Muda
jﬂl’ﬂ'ﬂ FO06242003121005
i Nama SOP Pencairan Belanja Modal
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 1. Kepala Dinas/Pengguna Anggaran
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 2. Pejabat Penatausahaan Keuangan/PPTK
2. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan 3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 4. Bendahara Pengeluaran
3. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok 5. Sub Bagian Program dan Keuangan

Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 14 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyusunan Standar

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

'‘Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Administrasi Keuangan di
Badan Keuangan Daerah Kabupalen kepulauan Anambas

. Komputer/Laptop
. Aplikasi SIMDA Keuangan
. ATK
. Printer
. Cap Dinas
. Materai
. SSP

SN e

Peringatan

Flllll:ltltl.ll dan Pendataan

Jika SOP ini tidak terlaksan dengan baik maka akan menghambal proses
pencairan Belanja Modal
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DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

‘Nomor SOP : | 000.8.3.3/015/DISPUSIPDA/04 /2025
Tanggal Pembuatan | : | 2 April 2025 =)
Tanggal Revisi : | 2 April 2025
Tanggal Pengesahan | :
Disahkan Oleh :
|
|
| LRI 242003121005
Nama SOP ' Pencairan Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Daerah/Luar Daerah
Dinas/Bimtek /Kursus B

Dasar Hukum

- S Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 1. Kepala Dinas/Pengguna Anggaran
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 2. Pejabat Penatausahaan Keuangan/PPTK
2. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan 3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan /PPTK
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 4, Bendahara Pengeluaran
3. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok 5. Sub Bagian Program dan Keuangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 14 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyusunan Standar -
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan —
‘Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Administrasi Keuangan di 1. Komputer/Laptop
Badan Keuangan Daerah Kabupaten kepulauan Anambas 2. Aplikasi SIMDA Keuangan
3. ATK
4. Printer
9. Cap Dinas
6. Materai

Peringatan =~

Pencatatan dan Pendataan

Jika SOP ini tidak terlaksana dengan baik maka akan menghambat
proses pencairan belanja Perjalan Dinas Dalam Daerah/Luar Daerah
Dinas/Bimtek /Kursus




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOF) PENCAIRAN BELAMIA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH LUAR DAERAH DINAS/BIMTERKURSUS
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DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Nomor SOP ' : | 000.8.3.3/16/DISPUSIPDA/04/2025

Tanggal Pembuatan | : | 2 April 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan Oleh

Nama SOP

(RENSTRA)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistern Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang
Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten /Kota;

4, Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 70 Tahun 2017 Tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;

1. Mengetahui tugas dan fungsi penyusun program

2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan

3. Mengetahui penggunaan perangkat Komputer

4. Mengetahui aturan dan regulasi penyusunan Renstra

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan —

1. SOP Penyusunan Renja 1. Lembaran Kerja 3. Komputer, Printer, ATK,
2. Ruangan rapat internal

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1. Apabila draft RENSTRA yang disampaikan tidak sesuai dengan RPJP,
RPJMD maka draft RENSTRA akan sering dikembalikan dan
menghambat jadwal Finalisasi

1. Disimpan sebagai dokumen RENSTRA




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

SO S RN YN TN AR R . 7 A e e T 1 TP T T B
L il R it s e s AN DG LR g e B M. (A AT B SR b - s
1. | Menyiapkan bahan, data yang terkait program kegia Agenda kerja Rancangan | SOP Renja

stratlegis serta RPJP, RPJMD dan RPJPD antara | MILILAI l Bahan, Data Renstra
Pemerintah Provinsi dengan Dinas ATK
2. | Membuat konsep Renstra untuk lima tahunan yang Rancangan 14 Hari | Konsep -
didalamnya memuat: Renstra Kom- Renstra
* Pendahuluan puter ATK
o Gambaran pelayanan OPD
e Isu strategis pembangunan
e Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Stratcgi dan
Kebijakan
e Arah kebijakan program dan kegiatan
s Target terukur output kegiatan *
3. | Menyampaikan konsep kepada Kepal Bidang untuk Konsep 2 Hari | Konsep
diperiksa, dicermati dan dijadikan bahan rapat internal Renstra Renstra
4.  Melaksanakan Rapat koordinasi mencakup pembagian Konsep 3 Jam | Konsep
tugas, jadwal penvelesaian, jadwal pertemuan progres Renstra, Renstra
report Ruang rapat, Notulen
l Makan,
Minum,
Komputer
5. | Membuat Draft Renstra dan mengajukannya kepada Konsep ' 14 Hari | Draft -
sekretaris Dinas untuk dinilai dan diperiksa sebelum " Renstra, Renstra
diajukan kepada Kepala Dinas : Notulen,
! 3 Komputer,
P ATK
6. | Memeriksa Draft Renstra, Jika sudah baik diajukan ke o Draft Renstra | 3 Jam | Draft -
Kepala Dinas untuk diperiksa dan jika belum akan <>——-—- i Renstra
dikembalikan untuk diperbaiki - S
7. | Memeriksa dan memberikan tanda tangan. Jika sudah i Draft Renstra | 1Jam | Disposisi -
baik diberikan tanda tangan menjadi Buku Renstra dan <>,_ _________ ] Draft
jika belum akan dikembalikan untuk diperbaiki Renstra
B. | Menggandakan dan mendistribusikan Buku Renstra ke > Disposisi 3 Hari | Dokumen Pelaksa-
masing — masing bidang dan pihak luar secara terbatas . Draft Renstra Renstra naannya
dan diarsipkan Foto copy, terkait per-
penjilidan cetakan
9. | Menerima dan menyimpan Buku Renstra sebagai Buku Renstra | 5 Menit | Arsip -
dokumen dan arsip SELEme




DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Nomor SOP : | 000.8.3.3/17/DISPUSIPDA /04 /2025
Tanggal Pembuatan 2 Apni 2025
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
Disahkan Oleh
242003121005
Nama SOP Plenyusunan Indikator Kinerja Utama
(IKU)

Dasar Hukum

P

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten [ Kota;

2. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah.

3. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 70 tahun 2017 Tentang

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;

1. Memiliki k:wcnangan dalam penyvusunan Indikator Kinerja

Utama OPD
2. Memiliki Kemampuan dalam menyusun Indikator Kinerja
Utama OPD

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. Renstra

2. Renja

3. Formal Indikator Kinerja Utama
4. Perangkat Komputer

P tan
1.Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses Indikator Kinerja
Utama ini tidak akan berjalan lancar.

Pencatatan dan Pendataan
1. Rumusan rencana program dan kegiatan dan anggaran untuk

periode satu tahun anggaran




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. | Memerintahkan penyusunan Indikator Kinerga @ Disposisi surat | 10 Disposisi
Utama Menit surat

2. | Membuat format pengumpulan data dan informasi Format 2.Jam | Format IKU
Indikator Kinerja Utama dari masing-masing bidang Indikator
dan sekretariat Kinerja Utama

3. | Menyampaikan format pengumpulan data dan Format 1 Jam | Draft
informasi Indikator Kinerja Utama kepada masing- Indikator usulan [KU
masing bidang dan sekretanat Kinerja Utama

4. | Mengundang Kepala Dinas dan Pejabat Esselon IlI Undangan 30 Menit | Undangan
untuk rapat pembahasan Indikator Kinerja Utama rapat rapat

5. | Melaksanakan Rapat pembahasan Indikator Kinerja Draft Indikator | 2 Jam | Draft IKU
Utama Kinerja Utama

6. | Menghimpun format data dan informasi Indikator Draft Indikator | 3 Jam | Drafi IKU
Kinerja Utama dari masing-masing bidang dan Kinerja Utama
sekretaniat

7. | Menganalisis data dan informasi Indikator Kinera Draft Indikator | 4 Hari | Draft [KU
Utama vang telah terkumpul Kinerja Utama

8. | Membuat Konsep Indikator Kinerja Utama Draft Indikator | 2 Hari | Dokumen

Kinerja Utama IKU




9. | Mengoreksi Konsep Dokumen Indikator Kinerja T Dokumen ! Hari | Dokumen

Utama g Indikator IKU
Kinerja Utama

10 | Menyampaikan Dokumen Indikator Kinerja Utama Dokumen 1 Jam | Dokumen
kepada Kepala Dinas untuk memintakan ¥ Indikator IKU
persetujuan Kinerja Utama

11 | Penandatanganan dokumen Indikator Kinerja f Konsep surat 10 Menit | Surat
Utama oleh Kepala Dinas kemudian diteruskan ke >""'__"""‘"""'"' pengantar pengantar
Kasubbag Program

12 | Membuat sural pengantar pengiriman sekaligus Dokumen 15 Menit | Dokumen
penomoran surat, kemudian diserahakan ke staf ET: Indikator IKU
untuk dikirimkan ke alamat yang dituju Kinerja Utama

13 | Mengantar surat, Menggandakan dan mengarsipkan ; Dokumen IKU 1 Jam | Dokumen
Dokumen Indikator Kinerja Utama l SO IKU




Nomor SOP 000.8.3.3/18/DISPUSIPDA /04 /2025
| Tanggal Pembuatan 2 April 2025
Tanggal Revisi -
Tanggal Pengesahan
Disahkan Oleh
DINAS PEPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
\%.RUSMANDA A2
".___- ll';-"": ~%
=P 147006242003121005
Nama SOP Pelaksanaan Penyusunan Rencana
Kinerja Tahunan (RKT)
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang
Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten /Kota;

3, Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 70 Tahun 2017 Tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;

1. Mengetahui tugas dan fungsi penyusun pm?:ram
2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan
3. Mengetahui penggunaan perangkat Komputer

Keterkaitan e e Peralatan/Perlengkapan %
1. Lembaran Kerja 3. Komputer, Printer, ATK,
2. Ruangan rapat internal 4, Jaringan internet
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1. Apabila draft RKT yang disampaikan tidak seseuai dengan prioritas
pembangunan maka draft RKT akan sering dikembalikan dan
menghambat jadwal Finalisasi

1. Disimpan sebagai dokumen RKT




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN PENYUSUNAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

||l. .

sasaran strategis, indikator kinerja dan target Renstra
pencapaiannya WA Komputer,
ATK

2. | Mengadakan dan menyampaikan konsep format Konsep RKT, 3 Hari | Konsep RKT | -
RKT ke masing masing bagian untuk diisi T Komputer |

3. | Mengumpulkan format isian dan membuat konsep ' Konsep 3 2 Hari | Konsep RKT
REKT untuk bahan rapat internal penyusunan RKT Komputer

4. | Melaksanakan rapat koordinasi penyusunan RKT Konsep RKT, 3 Jam | Konsep RKT | -
mencakup pembagian tugas, jadwal penyelesaian, Ruang rapat, Notulen
jadwal pertemuan progres Makan,

Minum, LCD,
Komputer

3. | Memperbaharui konsep RKT berdasarkan masukan Konsep RKT, 3 Hari | Draft -
hasil rapat menjadi drafi RKT dan mengajukannys | p Notulen, Konsep RKT
kepada Kepala Bidang untuk dinilai dan diperiksa : Komputer,

1 ATK

6. | Memeriksa dan mencermati draft RKT. Jika sudah - Draft Konsep 20 Disposisi -
baik diberikan paraf untuk diteruskan kepada N R _..<>_ RKT Menit | Draft
kepala Dinas dan jika belum akan dikembalikan I Konsep RKT
untuk diperbaiki !

7. | Memperbaiki  draft RKT  kembali  dan H Disposisi 1 Jam | Draft -
menyerahkannya kepada kepala Dinas untuk dinilai I i Drait Konsep Konsep RKT
dan diberi tanda tangan : RKT

8. | Menilai dan mencermati draft RKT. Jika dralt sudah Draft Konsep 20 RKT -
sesuai akan diberi tanda tangan dan jika belum RKT Menit
akan dikembalikan untuk diperbaiki

9. | Menerima, menggandakan dan mendistribusikan Disposisi RKT 3 Hari | Dokumen Pelaksananan
RKT ke masing-masing bagian dan i-l Fotocopy, RKT terkait
pengadministrasi umum . penjilitan

10 | Menerima RKT dan menyimpannya sebagai Buku RKT 5 Menit | Arsip -

dokumen arsip
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S ' ' ' | Nomor SOP - | 000.8.3.3/19/DISPUSIPDA /04 /2025
| Tanggal Pembuatan | : | 2 April 2025
Tanggal Revisi | 2 Aprﬂ 2{}25
Tanggal Pengesahan i : .
Disahkan Oleh

DINAS PEPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMEBAS
184 Utama Muda
m 242003121005
Nama SOP Mnmtnnng RENSTRA, RKT, Perjanjian
Kinerja Dan Rencana Aksi
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Menteri Negara Pedayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor: 29 Tahun 2010 pedoman penyusunan
penetapan kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Instansi;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun
2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013
Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas Nomor 32);

3. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 70 Tahun 2017 Tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;

1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Penetepan Kinerja
2. Memiliki Kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data
kinerja OPD.

Keterkaitan Peralatan /Perlengkapan
1. SOP RENSTRA 1. ATK
2. SOP RKT 2. Perangkat Komputer
3. Dokumen RENSTRA
4. Dokumen RKT
e —— 5. Dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi IR—
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1. Apabila Monitoring Tidak Dilakukan Akan Mempengaruhi Penilaian
SAKIP

2. Rumusan rencana program dan kegiatan untuk periode satu
tahun




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MONITORING RENSTRA, RKT, PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSI

Humerintah]mn = i{nmbhng Frngra.m untuk

. ilt:.'i.'l nt

DT )
Disposisi surat

T

Melakukan Monitoring RENSTRA  RKT
jan Kinerja dan Rencana Aksi
2. | Membuat format pengumpulan data Format 2 Jam Format
Monitoring RENSTRA, RI{T perjanjian kinerja Monitoring Monitoring
dan rencana aksi 1 masing-masing RENSTRA, RKT, RENSTRA,
dan selretariat perjanjian RKT,
kinerja dan perjanjian
rencana aksi kinerja dan
rencana aksi
3.  Menyampaikan format pengumpulan data dan Format 1 Jam Format
informasi  Monitoring RENSTRA, RKT, Monitoring Monitoring
perjanjian kinerja dan rencana aksi kepada RENSTRA, RKT, RENSTRA,
masing-masing bidang dan sekretariat perjanjian RKT,
kinerja dan perjanjian
rencana aksi kinerja dan
rencana aksi
4.  Menghimpun format data dan informasi Format 3 Jam Format
Monitoring RENSTRA, RKT, perjanjian kinerja Monitoring Momitoring
dan rencana aksi dari masing-masing bidang RENSTRA, RKT, RENSTRA,
dan sekretariat perjanjian RKT,
kinerja dan perjanjian
rencana aksi kinerja dan
rencana aksi
5. | Menganalisis dan mengevaluas: data dan Format 4 Hari Draft
informasi  Monitoring RENSTRA, RKT, Monitoring Monitoring
perjanjian kinerja dan rencana aksi yang RENSTRA, RKT, RENSTRA,
telah terkumpul perjanjian RKT,
kinerja dan pﬂ]anjinn
rencans aksi kinerja dan

rencana aksi




Meititmat Jadwel Moaitortos B ==

perjanjian kinerja dan rencana aksi e Monitoring Monitoring
: HEHE‘I‘EA* RKT RENSTRA,
I perjanjian RKT,
I kinerja dan perjanjian
I rencana aksi kinerja dan
| rencana aksi
7. | Mengoreksi Jadwal Monitoring RENSTRA, Dokumen 1 Hari Dokumen -
RKT, perjanjian kinerja dan rencana aksi |1 Monitoring Meonitoring
RENSTRA, RKT, RENSTRA,
perjanjian RKT,
kinerja dan perjanjian
rencana aksi kinerja dan
rencana aksi
B. | Menyampaikan Jadwal Monitoring RENSTRA, v Dokumen I Jam | Dokumen -
RKT, perjanjian kinerja dan rencana aksi Monitoring Monitoring
kepada Kepala Dinas untuk memintakan RENSTRA, RKT, RENSTRA,
persetujuan perjanjian RKT,
kinerja dan penanjian
rencana aksi kinerja dan
rencana aksi
9. | Melaksanakan Monitoring RENSTRA, RKT, Dokumen 120 Menit | Disposisi Monitoring
perjanjian kinerja dan rencana aksi b Monitoring persetujuan Dilaksanak
RENSTRA, RKT, Maonitoring an Per
perjanjian RENSTRA, Triwulan
kinerja dan RKT,
l kinerja dan
) rencana aksi
10 | Mengaju Laporan hasil monitoring Konsep surat 15 Menit -
. pengantar
11 | Melaporkan Hasil Monitoring kepada atasan Dokumen 1 Jam Dokumen -
Monitoring Monitoring
y RENSTRA, RKT, RENSTRA,
SELESA| perjanjian RKT,
kinerja dan perjanjian
rencana aksi kinerja dan




Nomor SOP 000.8.3.3/20/DISPUSIPDA /04 /2025
Tanggal Pembuatan : | 2 April 2025
Tanggal Revisi : -
Tanggal Pengesahan | | 2.8
Disahkan Oleh z
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 7 &
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS I’ _-:F -
s
\ .\ RUSHEAD S.Sos
\"Ea& "-m;E'ﬂ;'lill::{;ﬁ' Utama Muda
= NR A97006242003121005
Nama SOP Penyusunan Rencana Kerja (Renja)
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana ——

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor B tentang Tahapan Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang
Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota,

. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 9 Tahun
2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor 11);

. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 70 Tahun 2017 Tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;

1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Rencana Kerja {Rr:nja}
2. Memiliki Kemampuan dalam menyusun program dan kegiatan
OPD

e

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan B _
1. Renstra 3. Perangkat Komputer
2. Format penyusunan Renja

Peringatan . Pencatatan dan Pendataan

1. Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan Renja
OPD ini tidak akan berjalan lancar.

1. Rumusan rencana program dan kﬂhlﬂtﬂﬂ untuk periode satu

tahun




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)

Memerintahkan penyvusunan Rencana Kerja (Renja) E@ Disposisi surat | 10 Disposisi
Menit surat
Membuat format pengumpulan data dan informasi Format 2Jam | Format
Rencana Kerja tahunan dari masing-masing bidang penyusunan penyusuns
dan sckretariat Dokumen n Dokumen
Renja Renja
Menyampaikan format pengumpulan data dan Format 1 Jam | Draft Renja
informasi rencana kerja tahunan kepada masing- penyusunan
masing bidang dan sekretariat Dokumen
Renja
Mengundang Kepala Dinas dan Pejabat Essclon 1l Undangan 30 Menit | Undangan
untuk rapat pembahasan rencana kerja rapat rapat
Melaksanakan Rapat pembahasan rencana kerja Draft Renja 2 Jam | Draft Renja
tahunan
Menghimpun format data dan informasi rencana Draft Renja 3Jam | Draflt Renja

kerja tahunan dari masing-masing bidang dan
sekretariat




7. | Menganalisis data dan informasi renja vang telah Draft Renja 4 Hari | Drafl Renja
terkumpul
B. | Membuat Konsep rencana kerja (Renja) tahunan _ :t Draft Renja 2 Hari | Draft Renja
9. | Mengoreksi Konsep Dokumen rencana kerja (Renja) 4' =.T Draft Renja | Hari | Dokumen
tahunan i Renja
10 | Menyampaikan Dokumen rencana kerja tuhunan _l Dokumen 1 Jam | Dokumen
kepada Kepala Dinas untuk memintakan y 3 Renja Renja
persetujuan i
11 | Penandatanganan dokumen rencana kerja tahunan I Dokumen 10 Menit | Disposisi
. | oleh Kepala Dinas kemudian diteruskan ke I Renja Persetujuan
Kasubbag Progam |\ ST == dokumen
Renja
12 Membual sural pengantar pengiriman sekaligus P Konsep surat | 15 Menit | Surat
penomoran surat, kemudian diserahakan ke staf pengantar pengantar
untuk dikirimkan ke alamat yang dituju
13  Mengantar surat, Menggandakan dan mengarsipkan 1 Dokumen 1 Jam | Dokumen
Dokumen rencana kerja (Renja) tahunan Renja Renja




Nomor SOP 000.8.3.3/21 /DISPUSIPDA /04 /2025
Tanggal Pembuatan - 2 April 2025
Tanggal Revisi : -
 Tanggal Pengesahan | : | %
Disahkan Oleh 7
‘”"'j!‘*?ﬁ-_&rl DINAS PEPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH (&l
v KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS | |.|- -~
R
N 'i"-'jn B
ﬁ‘#ﬂﬂdi&&%iﬂﬂﬂﬂl:lﬂﬂﬁ
Nama SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
(RKA)
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten / Kota;

. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas Tahun 2018 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 68);

. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 111 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas Tahun Anggaran 2019 ( Berita Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas Tahun 2018 Nomor 405);

. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 70 Tahun 2017 Tentang

1. Mengetahui tugas dan fungsi penyusun program
2. Mengetahui tugas dan lungsi Jabatan

3. Mengetahui penggunaan perangkat Komputer

4. Mengetahui aplikasi komputer penyusunan RKA

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas; —. .
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Lembaran Kerja 3. Komputer, Printer, HVS
2. Ruangan rapat internal
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1. Apabila draft RKA yang disampaikan tidak sesuai dengan prioritas dan

aturan SHB.J maka draft RKA akan sering dikembalikan dan menghambat
jadwal selanjutnya seperti pencermatan oleh TAPD

B Disimpan aebagai dokumen Program Kerja dan Kegiatan serta RKA




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN (REKA)

3 s Tl 2 B AT T L oMY T T Bl | R LR iy e, M T e e e R “_',.i._- == .—..E:-.-I" STy e [ T | T e
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1. | Membuat rencana kerja penyusunan rencana kerja MULAI Agenda kemnja 3 Hari | Rancangan | -

1 anggaran (RKA) RKA

2. | Menyampaikan blanko isian dan informas: kepada Rancangan 1.Jam | Blanko -

masing-masing subbag tentang penvusunan RKA . RKA isian
FRNCANgan
— REKA

3.  Mengumpulkan blanko isian dari masing-masing Blanko isian 5 Hari | Konsep -
subbag dan menverahkannya kepada Kasubag Rancangan REKA
Program RKA

4. | Melaksanakan rapat internal perhitungan rincian Konsep RKA, 3Jam | Konsep -
pemakaian anggaran dari setiap kegiatan subbag ¥ Ruang rapat, RKA
termasuk biaya rutin Makan,

Minum,
Kompuier,
ATK

5. | Membuat draft RKA serta aliran kasnya dan Konsep RKA, 3Hari | Draft RKA | -
diserahkan kepada Kepala Dinas untuk dinilai dan ATK,
korcksi s Komputer

6. | Menilai dan mengoreksi draft RKA. Jika RKA | Draft RKA 2 Jam | Disposisi |-
disetujui maka diserahkan kepada Kasubag I Dokumen
Program untuk difinalisasi. Jika tidak disetujui ———————— ———d RKA
dan koreks:

7. | Melakukan finalisasi draft RKA, menggandakan dan Dokumen 3 Hari | Dokumen |-
menyerahkannya uniuk didekumentasikan dan > REA, RKA
didistribusikan kepada masing-masing subbag Kompulter,
beserta jadwal pencermatan TAPD ATK

8. | Membagikan dokumen RKA dan  jadwal .""'__| Dokumen 3Jam | Dokumen |-
pencermatan TAPD REA RKA

9, | Mendokumentasikan dokumen RKA Dokumen 3 Menit | Arsip -

RKA Dokumen
L REA




Nomor SOP : |1 000.8.3.3/22/DISPUSIPDA /04 /2025
Tanggal Pembuatan : | 2 April 2025
| Tanggal Revisi i
Tanggal Pengesahan : __
Disahkan Oleh s
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH -.!:w 72
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS .-l; <
\1 L W= T AL
R‘%ﬁ ' Utama Muda
{NIE a?006242003121005
_ Nama SOP Penyusunian Penetapan Kinerja (TAPKIN]
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Menteri Negara Pedayagunaan Aparatur Negara dan | 1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Penetepan Kinerja
Reformasi Birokrasi Nomor: 29 Tahun 2010 pedoman penyusunan | 2. Memiliki Kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data
penetapan kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Instansi, kinerja OPD.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun
2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013
Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas Nomor 32);

3. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 70 Tahun 2017 Tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Renstra 1. ATK

2. SOP RKT 2. Perangkat Komputer

3. SOP RKA

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1. Keterlambatan Penyusunan TAPKIN akan berdampak Pada Kinerja OPD | 1. Rumusan rencana program dan kegiatan untuk periode satu
tahun




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

BT Tl T

PENETAPAN

KINERJA (TAPKIN)

.| Memerintahkan penyusunan TAPKIN T m = Disposisi
Menit surat
2. | Membuat format pengumpulan data TAPKIN darn Format 2Jam | Format -
masing-masing bidang dan sekretariat — penyusunan penyusunan
LAKIP LAKIP
3. | Menyampaikan format pengumpulan data dan - Format 1Jam | Format -
informasi TAPKIN kepada masing-masing bidang penyusunan penyusunan
dan sekretariat LAKIP LAKIP
4. | Menghimpun format data dan informasi TAPKIN Format 3 Jam Format -
dari masing-masing bidang dan sekretariat -t penyusunan penyusunan
I | LAKIP LAKIP
‘5. | Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi v Format 4 Hari | Draft LAKIP
TAPKIN yang telah terkumpul penyusunan
LAKIP
6. | Membuat dokumen TAPKIN Draflt LAKIP 2 Hari | Dokumen -
i F LAKIP
I
7. | Mengoreksi Dokumen TAPKIN Dokumen 1 Hari Dokumen
Ic LAKIP LAKIP
|
8. | Menyampaikan Dokumen TAPKIN kepada Kepala . Dokumen 1Jam | Dokumen -
Dinas untuk memintakan persetujuan tl LAKIP LAKIP
9. | Penandatanganan dokumen TAPKIN olch Kepala Dokumen 10 Menit | Disposisi Dokumen
Dinas kemudian diteruskan ke Kasubbag Program LAKIP persetujuan | LAKIP
dokumen
LAKIP
10 | Membuat surat pengantar pengiriman sekaligus ¥ Konsep surat 15 Menit | Surat -
penomoran surat, kemudian diserahkan ke staf pengantar pengantar
untuk dikirimkan ke alamat yvang dituju I
|
11 | Mengantar surat, menggandakan dan mengarsipkan v Dokumen 1Jam | Dokumen -
Dokumen TAPKIN l SELESAJ I LAKIP LAKIP




DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Nomor SOP ' 000.8.3.3/23/DISPUSIPDA /04 /2025

Tanggal Pembuatan . 2 April 2025

Tanggal Revisi =

Tanggal Pengesahan
Disahkan Oleh

Muda ..
242003121005

ey win, o -
“Pamib

\So s pem
S CANIRHL D

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten /Kota;

2. Peraturan MenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 70 Tahun 2017 Tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;

Nama SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemenntah (LAKIP)

Kualifikasi Pelaksana —

1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
2. Memiliki Kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data
kimerja OPD.

ril= e

Peralatan/Perlengkapan

" 1. SOP Perjanjian Kinerja

1. Renstra OPD

2. Format penyusunan LAKIP
3. Dokumen Perjanjian Kinerja
4. Data dan Informasi Capaian Kinerja OPD
5. Laporan Realisasi Keuangan
6. Perangkat Komputer

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penvusunan LAKIP
ini tidak berjalan lancar.

1. Indikator Kinerja, target, realisasi, dan presentase capaian
kinerja




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

1. | Memerintahkan penyusunan LAKIP @ Disposisi 10 Disposisi -
surat Menit surat
2. | Membuat format pengumpulan data dan informasi Format 2 Jam | Format -
kinerja dari masing-masing bidang dan sekretariat v peENyuUsunan penyusuna
I LAKIP n LAKIP
3.  Menyampaikan format pengumpulan data dan & Format 1Jam | Format -
informasi kinerja kepada masing-masing bidang penyusunan penyusuna
dan sekretariat LAKIP n LAKIP
4. | Menghimpun format data dan informasi kinerja dari ! Format 3 Jam | Format -
masing-masing hidang dan sekretanat penyusUn&n penyusuna
LAKIP n LAKIP
5.  Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi Format 4 Hari | Dralt LAKIP | SOP
kinerja yang telah terkumpul penyusunan perjanjian
LAKIP kinerja
6. | Membuat Dokumen LAKIP ‘.‘—'— Draft LAKIP 2 Hari | Dokumen S0P
N i LAKIP perjanjian
} kinerja
7. | Mengoreksi Dokumen LAKIP : Dokumen 1 Hari | Dokumen -
8.  Menyampaikan Dokumen LAKIP kepada Kepala Dokumen 1 Jam | Dokumen Konsep
Dinas untuk memintakan persetujuan LAKIP LAKIP LAKIP




9. | Penandatanganan dokumen LAKIP oleh Kepala Dokumen 10 Menit | Disposisi Dokumen
Dinas kemudian diteruskan ke Kasubbag Program LAKIP persetujuan
dokumen
LAKIP
10 | Membuat surat pengantar pengiriman sekaligus Konsep surat | 15 Menit | Surat
penomoran surat, kemudian diserahkan ke staf pengantar pengantar
untuk dikirimkan ke alamat vang dituju
11 | Mengantar surat, menggandakan dan mengarsipkan Dokumen 1 Jam | Dokumen
Dokumen LAKIP LAKIP LAKIP




Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

e T e — e —

2 April 2025

Tanggal Revisi

000.8.3.3/024 /DISPUSIPDA /04 /2025

Tanggal Pengesahan

Disahkan Oleh
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

1 Nama SOP

| Pendaftaran Anggota Perpustakaan

T

. Undang Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

. Peraturan Pemerintah No 24 Tentang Pelaksanaan UU No 43 Tahun 2007

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

. Kepmen PAN Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik -

. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 89 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelayanan Publik di Lingkungan
Kabupaten Kepulauan Anambas

Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

7. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

| KUALIFIKASI PELAKBANA

1. Kualifikasi pendidikan minimal SMA

2. Menguasai komputer /aplikasi

3. Mengetahui ilmu tentang perpustakaan
4. Mampu berkomunikasi dengan baik

5. Mampu berkoordinasi dengan baik

6. Ramah

8. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 52 tahun 2024 Tentang Tata Cara Pelayanan Perpustakaan Daerah
KETERKAITAN

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

1. Standar Operasional Prosedur Pelayanan, Peminjaman, angeu?l:m-iﬁn, dan Perpanjangan Bahan Pustaka

. - =

1. Komputer 5. Aplikasi
2. Printer

3. Jaringan Internet

4. ATK

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Pengecekan formulir keanggotaan harus dilakukan dengan teliti
2. Input data ke dalam aplikasi dan database anggota perpustakaan dilakukan dengan teliti

1. Formulir keanggotaan perpustakaan
2. Kelengkapan persyaratan (fotocopy KIA/KTH
3. Database Angpota Perpustakaan

resmi agar dapat memanfaatkan layanan perpustakaan secara optimal.

Pendaftaran anggota perpustakaan adalah proses administrasi yang dilakukan oleh calon pengguna layanan perpumakaah untuk memperoleh status keanggotaan secara




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENDAFTARAN ANGGOTA PERPUSTAKAAN

Pemustaka mengal buka tamm menemul petagos

Perpustakaan

F il - Dokumen
1. | membawa dokumen persyaratan lengkap, dan Fg:{]':l‘llﬁ,.-'m 2 Mnit il sl
mengs formulic anggota perpustakoann
2. | Petugas memastikan dokumen lengkap dan sesual Formuliy diisi lenghkap 1 Menit - Dats akursi
B Komputer
Petugas menginput data dari formulir perdafiaran - Dats. | A '
A, | ke detanbase perpustalosan, memfolo calon anggota Poranilic 1 it Terupdate
perpustakaan K
Komputer Kartu Anggota
4. | Petugas mencetak kartu anpeots Al 1 Menit " I
- Kartu diterime
5. | Petugas menyerahkan kartu anggota Kartu Anggeota I Menit angEots perpustakan
. kg ' " - & Tanda terima kartu 1 Menit Proses selerai




Nomor SOP 000.8.3.3/025/DISPUSIPDA /04 /2025

 Tanggal Pembuatan 2 April 2025

e — = o

 Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan Oleh

DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
i KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

N

Nama SOP
i Undn.ng-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan 1. Kualifikasi pendidikan minimal SMA
2. Peraturan Pemerintah No 24 Tentang Pelaksanaan UU No 43 Tahun 2007 2. Menguasai komputer/aplikasi
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Mengetahui ilmu tentang perpustakaan
4. Kepmen PAN Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik 4. Mampu berkomunikasi dengan baik
5. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 89 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelayanan Publik di Lingkungan | 5. Mampu berkoordinasi dengan baik
Kabupaten Kepulauan Anambas 6. Ramah
6. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

7. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

8. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 52 tahun 2024 Tentang Tata Cara Pelayanan Perpustakaan Daerah

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Standar Operasional Pendaftaran Anggota Perpustakaan 1. Komputer 5. Aplikasi

2. Printer

3. Jurnngan Internet

| 4. ATK

PERINGATAN N S PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Memastikan bahwa data kunjungan tercatat dengan baik . Data 'lr.url,jl.mgnn
2. Anak usia dibawah 6 tahun harus di dampingi orang tua :, Data penukaran bintang kunjungan
DEFINISI

Layanan Anak adalah layanan khusus vang disediakan untuk memenuhi kebutuhan informasi, pendidikan, dan rekreasi anak-anak.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LAYANAN ANAK

] e ] — ; £ i C T 0
Kartu bintang adalah kartu yang
berimtlcm stemmpel bintang
Pengunjung mengis Buku Tamu dan memberikan - Kartu Hintang . disetiap kunjungsn sehing
k. MWrn - Pukn T
kartu hintang kepada petugas Buku Tanm T “ T Y pengunjung dapat menakarloan
l — vang dimiliki kepada petugas
ey R dmlf::.n :11; jika SYRSTIEH RN ) LR
x . - Kartu Bintang Dasta Pengunjung kepada pengunjung vang sudal
2 penpgunjung belum memiliki kartu bintang 1 Menit laboubean Pendaflaran i
P = mengint 1 SOP Pendaf =  Hukm Tamu Sesuan e kan BEHALAD
Krangpotann S0P Pl.'snliﬂﬂ'.ll'ln_ Keanggotann
- Petugas memberikan stempel pada kartu bintang, .
: miemberilon pengurahan kepads pengunjung - Penygusijung
tentang aturan yang telah tercanbum pada Tatn Tertib Layanan mengetahui tata lertb
3. | lembaran tata tertib yang teleh disediakan dan Anak 5 Menit Layanan Ansal
menghimban kepada oracyg tun dengan anak wein Arahan fPetunjuk kortu bintung sudaly di
5 tahun kehawah dapat mendamping aktifitas ben stemped
anak, sedangloan orangtua dengan anal
Priugas memaniau ansk-anak vang scdang Selame Jam ! ;
s [sermmain Pelayanan Kegintan komndusl
Petugas melakuken interaksi dengan pengunjung = = i
memberikan pendampingan berupa - Pengunjung mendapat
5. | wrahen fpeiunjuk terkmt poralatan lnyaman anak Arnhan / Potunjuk ek polayanan socnrm
yvang scdang digunakan, memberikan e langsung dan poiugas
rekomendasi buku yvang dibutublosn
f. | Sebeinm pulnng pengungung melnpor ke petugns I - - Konfirmos pulang 1 Mendt Kunjungan sclesm
-  Pengunjung menerins
- I;::tup;ﬂmrmhnﬂmhu-r:lhmungynngmﬁh - K Bin " bi «
stempel kepada pengunjung sudal di stempel
Petugas menyusun buku dan merapikan
Buku d Tan
8. | poralsisn lsyanan anek yang telah digunakan .mmmw
PENgUTIUNE




Nomor SOP 000.8.3.3/026/DISPUSIPDA /04 /2025
 Tanggal Pembuatan 2 April 2025 B
 Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
Disahkan Oleh ALA DINAS,
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DA AZMURANI, S.Sos
fbina Utama Muda
; 97006242003121005
— Nama SOP Layanan Sirkulasi
DABAR HUKUM KUALIFIEAE] PELAKSANA

—

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan 1. Kualifikasi pendidikan minimal SMA
2. Peraturan Pemerintah No 24 Tentang Pelaksanaan UU No 43 Tahun 2007 2. Menguasai komputer faplikasi

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Mengetahui ilmu tentang perpustakaan
4. Kepmen PAN Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik 4. Mampu berkomunikasi dengan baik
= 3.
[+
6

. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 89 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelayanan Publik di Lingkungan Mampu berkoordinasi dengan baik
Kabupaten Kepulauan Anambas Ramah
. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
7. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

8. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 52 tahun 2024 Tentang Tata Cara Pelayanan Perpustakaan Daerah —

- KETEREAIT PERALATAN /FERLENGEAPAN
' 1. Standar Operasional Prosedur Anggota Perpustakaan 1. Komputer 5. Aplikasi
' 2. Printer
3. Janngan Internet
- 4. ATK
PERINGATAN - I ' PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Memasukkan data peminjam dan buku yvang dipinjam ke dalam aplikasi/database harus dilakukan dengan teliti | 1. Kartu anggota
agar tidak terjadi kesalahan 2. Database peminjaman

2. Menuliskan nomor anggota perpustakaan dan tanggal kembali ke dalam slip tanggal kembali yang berada di

___belakang buku harus dilakukan secara konsisten

DEFINISI _ :

Layanan Sirkulasi adalah layanan yang berkaitan dengan proses peminjaman, pengembalian dan perpanjangan koleksi oleh pemustaka.




STANDAR OFERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMINJAMAN BUKU

- Data kunjungan
Prmustaka datang dan mengisi buku amu Q Kartu Anggota 1 Menit tl':l-'tﬂil'l‘.m
; Pemustaka melakulkan pm.nm bukon dan Bl | it - Bulkm yang ditmituhkan
. meineberikan buku yang akan dipinjam ke pelugas ditemuban
| Pet Perpustak ima buku, kartu anggota Kendisi buku
| Petugas ustakaan menerima - s 1 :
dan melalouknn validasi sesuni data peminjamen bulo SRt SR Meai T At
Petagun Peey ”'l 'tl']“'"" ’“"‘i'd""nmhml " - Syarat dan ketentuan
- ! A : Svarat dan . peminjanman
pmp:nhﬂ.l.l.nn_ i huku.nmn_._m kondisi fisik buku, Kot 1 Menit ' i .
imemberilian stempe]l peminjaman pada lestsba bl
perminjaman ) -
Komputer
Prtugas mencatet informasi peminjauman pada Ilﬂ-lhl:l! % Menil Peminjaman tercatul
datahase perpustaksn Pl jan dalam sestem
kariu Huku
Pemustaken metierions Dk ———bD B beus I Memit = Buku diterima




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGEMBALIAN BUEU

1 Menit

ate kumjungen tercatal

1 Menit

Buku diserabkan ke

1 Menit

komidizi bulm baik atau
ada keriaaknn

Pemustaka datang dan mengsd buku tamu D Kartu Anggota
Petugas Perpustakaan menerima buku, kartu snggota Kartu Anggota

bzl Database pemminjea
Petugas Perpustakaan memeriksa kondisi sk buka Syarat daii Ketentuan
Petugne mencatat informas pengembaban bular pada D III u:rp in
database peminjamen perpustalosan Kite ot

Petugns memberikan stempel pengembabion buku Buku

2 Mt

dalam sistem

1 Menit

Huku diterima, prosecs
sande Euni




Pemustaka datang dan mengis buloo oo Kartu Anggota 1 Menit Drata kumjungen lercatal
Pemustals memberikan bukmn yang akan Buku { Bendt BPuku diterima petugas
diperpanjang ko pelugss
Petupar Perpustaloasn menerims bukos, kertu anggota Kondizi buku layak/ tidak
dan melakukan validas sesual data pemingsman Kartu Anggota 1 Menit e i /
Trukeu
Petugas Perpustaioann mengnformasikan syaral Syarat dan ketenian
peminjemean buku, ketentunn keterlumbatan peminjaman
pengembabian buku, memeriksa kondisi fisik bulka, Hyaraf dan Ketenmuan 1 Menit tersampaikan dengan
memberiionn stempel peminjaman pada kertas kaenike
e jarEn

; Komputer perpnjangan wilkdu
Petupgas mencatal :uhmwwmwﬂm: Datobase Peminjuaman 2 Menit perminjaman tercatnl
peminjeman pada databise peiiinjauman Kartu Buku dalam sistem
Pemustaka menerima Bulo D Buku 1 Menit Blcn dieding
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H Dmur E{_}P
Tanggal Pembuatan

" 000.8.3.3/027/DISPUSIPDA /04 /2025 |
2 Aprﬂ 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan Oleh
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

5.580s
bina Utama Muda
Ig?ﬂl}ﬁi‘d-iﬂﬂS 121005

Nama SOP

DASAR HUKUM B . B

. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

. Peraturan Pemerintah No 24 Tentang Pelaksanaan UU No 43 Tahun 2007

. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

. Kepmen PAN Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 89 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelayanan Publik di Lingkungan
Kabupaten Kepulauan Anambas

. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

8. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 52 tahun 2024 Tentang Tata Cara Pelayanan Perpustakaan Daerah

_ KETERKAITAN -

1. Standar Operasional Prosedur {S-DP] Pendaftaran Anggota Pcrpunt.nlm-nn

{n-num-*l

=)

-]

. Kualifikasi pendidikan minimal SMA
Menguasai komputer / aplikasi

. Mengetahui ilmu tentang perpustakaan
Mampu berkomunikasi dengan baik

. Mampu berkoordinasi dengan baik
Ramah

PERALATAN/ mﬂ

3. Jika kondisi cuaca tidak mendukung maka kegiatan harus dijadwalkan ulang

ik

1. Mobhil perpustakaan keliling 6. Terpal
2. Komputer 7. Kursi
3. Printer 8. Reward
4. Buku 9. Speaker
5. ATK :
- | PENCATATAN DAN mm'rm
1. Koordinasi dengan pihak sekolah yang dituju terkait persiapan kegiatan harus terlaksana dengan baik 1. Jadwal Kunjungan
2. Penggunaan layanan hanva dapat membaca ditempat (tidak diizinkan membawa pulang buku) § Surat Pemberitahuan Kunjungan
. Disposisi

4, Buku Agenda Surat masuk dan Keluar
5. Daftar Hadir siswa/siswi dan staff sekolah
6, Absensi Petugas
7. Dokumentasi

DEFINISI

lokasi-lokasi tertentu di luar gedung perpustakaan.

Layanan Perpustakaan Keliling adalah layanan yang menggunakan kendaraan (mobil perpustakaan keliling] untuk membawa koleksi buku dan bahan pustaka lainnya ke

——



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERPUSTAKAAN KELILING

Kabid Prrpustalkaan mengarahkan Petugas membuat Jadwal

memberikan surat tugas den moempersiapkan peralatan kegiatan

dl
[ B]] L] 30 Menit Jadwal
kunpingnn serin daftar sekolah vang alcan dikunjung Q o)
Priugas melnkukan koordinesd dengan pihak sekolah, meminta l——. Data 8 i 10 Menit 4 ham sebelum
data Siswa /] serta membuat kesepakatan kegiaton / P kegintan dilalouloan
. A Surat
Potuges meminant dobomen s povbes tallnt. kg dim Pemberitaliusn . - 3 hari sebehum
memberiknn surat pemberitahuan kesekolah yang akan dikunjung Kun 30 menit Admmistrasi kesi litaloul
serta trmbusan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Sarat Tugm
2 harl sebelum
Petugas membuat surat figas Surat Tugas 5 menit Arlminists as kexi Silaalai}
Prtupss melakubkan survey ke lokssd kegiainn don memberikan Farmuilic ; R 2 han sebedum
formubr keangpotaan perpustakasm keanggotaan S eI keglatan dilakn kKan
Buku
Petugas mempersiapkan mobil perpustakasn keliling, buloa, daftar Kursi 10 it Kant 1 ilmn sebelum
hadir, reward dan peralatan hsin yang dibutuhken Daftar Hadir - smapen kegiatan dilakoukean
Reward
| e
Kurs
Daftar Hador
Pefugas menuju lokasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan A0 menit Tibea cli thijuian
Surat Tugas
= Transporias
Pelugns sampai disekolah tujuan, menemui Kepala Sekolah Q Surat Tugas 20 menit Kesiapan




Petugas berkoordinasi dengan Kepala Sekolah melakukan E . . - Kegiatan
9, pembul g : ; Shsalit Mater Soaimlisasi 30 memil Terlal
|
v Pulku
10 Pelugas menylapkan kursi, terpal, daftar hadir dan peralatan yang Kursi 5 mienit
| dibutuhkan st kegiatan. Daftar Hadir
o Reward
1 Peserta membaca bukn yang tersedin pada mobil perpustakmnam Buk 60 it ke puntarn
| keliling dengan pengawasan Petugas, dan Gurna Sckolah Terlaksana
Petugns berkoordinas dengan Kepala Sekolah untuk menutup I K gintan
12. | kegiatan dan memberikan rewand bagl peserta yang aktifl dalam Reward 15 menit Selesal, reward
kepgiatan dibmgiloan
13, | Petuges mengkoordinic doloumentasi dengan peserta kegintan Q CRmera 10 menit Fato
¥
14. | KEegatan selesal, petugas membereaskan peralatan 5 menit
Formulir dan
15 Petugas kembali menuju Dines Perpustakann dan Arsip Dactah dokumen 10 it Eegintmn
Kabupaten Kepulauan Anambas keangpotaan Et by

perpustalcann




| Nomor SOP | 000.8.3.3/028/DISPUSIPDA /04 /2025
| Tanggal Pembuatan 2 April 2025
.  Tanggal Revisi | 2025
Tanggal Pengesahan 2025
Disahkan Oleh KEPALA DINAS,
:'_ e
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH ' ?
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS RUSMANDA AZMURANI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP 197006242003121005
_ Nama SOP Inovasi Perpusakaan _ B

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

Peraturan Pemerintah No 24 Tentang Pelaksanaan UL No 43 Tahun 2007

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Kepmen PAN Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 89 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelayanan Publik di Lingkungan

Kabupaten Kepulauan Anambas

Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

8. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 52 tahun 2024 Tentang Tata Cara Pelayanan Perpustakaan Daerah

1. Kualifikasi pendidikan minimal SMA

2, Menguasai komputer /aplikasi

3. Mengetahui ilmu tentang perpustakaan
4. Mampu berkomunikasi dengan baik

5. Mampu berkoordinasi dengan baik

6. Ramah

PERALATAN/PERLENGHKAPAN

1. Standar Operasional Prosedur (SOP)

PENCATATAN DAN PENDATAAN

——rn




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KARTU BINTANG

Pemustaica melapor dan memberikan karta hintang - K M Kartu bintang

lorpmda it s & . discratilenn ke poiungas

Petugns menerma keriu binteng menghitung

jumiah stempel bintang vang terdapat pada kariu - Kartu Hintan 2 Menit Kartu bintang diterime)|

hintong, dan mengkonfirmasi kepado permetala v petugns

Lreapuin Tninntesnug youkg iogion ditu o ey

Pretugas memberikan hadiah yang pemustnks Pemustaks menerim

inginken desesuaikan dengan jumlah stempel = Hadinh 3 menit hadiah 2

bintang yeng ditukarkan

Petugas memberikan tanda penikaran pada kartu ATK 3 manis Pemberian hadiah

Teirbinng ol peridote hadial yang telah ditveriloss tiegidn e

Petugas menpembalikan kearty bintang don 3 : . Pemustaks menerima
hadiah Kartu Bmtang 1 menit . bi




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LIBRARY ENGLISH CLASS

Petugas Melakukan rapat imternal persiapan - Rincan Persiapean
1. | pelaksanass ilrary English Class = “PgnNointer Ao Pelakaanaan Kegalan
9. Petugus menghubungi Volunteer Tutor ke N 2 Hard it Tt
Kegistan
Petupgas melakulkan promos dan sosialsasi = Informasi Kegintan
3. | kegintun ke masyarakal melabni sosial media -  Flyer dan Brosar I Mingeu Tersampaikan kepada
dan kusjungnn Perpustakois Keliling Masynrskoat
Peserta molakukan pendaftaran di ' i
i, B . Vil - Formiukir Pendaftaran I Mimggu Data Peserta
5 Petugas melakukan tahapan pretest uniuk = Dhata Peserta { Jdam - Kepiatan pretest
© | menentukan pengelompokon kelas -  Boal Pretest Terlaksana
6 Penigns Melalonlonm rapal miermal pembagiamn - Data Pescrin § »  Pembaginn Kelompalk
| kelompok = Hasil Pretest Selesai
7. | Pelaksanaan Kegiatan Library English Clash -D ) mll‘!'""" 2 Jam - Kegintan Terlabsana




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LAYANAN STORY TELLING

Pemusinka melapor ke petugns informasikean ingin g
mendapatkan hadiah melalui Story Telling - 1 Bukun 2 Menit - kesiapan Kegiatan

Pelugas mendengi ko dan mengeock Keses S
2 | vang diceritaican oleh pemustaka dengsi isi bl -1 Bk 15 Menit




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LAYANAN JUALAN HADIAH (JUMAT HAFALAN BERHADIAH)

Pemustaka melapor den mformaskan ingin

menyebutkan hapalan Surat Pendek Al-Quran atau 1 Kartu Anggota 2 Menit - Kesiapan kegiatan
rangluman cerita agamanyn masing-masing
Petugas mendengarkan dan mengecek Kesesuaian c
hapalan Surat Pendek Al-Quran atan rangkuman 1Al Quran Elektronik 10 Mermit mu!muua
CETila BEInANYE MASING - msing

memberikan Hadiah dan mendata pemberian D i Pemustaka
Petugas pem 1 Hadiah 3 Menit Sy ST




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LAYANAN BIMBINGAN BELAJAR

Petugus
Pemustaks melapor ke petugas dan informasican .

1. ingin bertanya terkail suatu miormas dibukow atau Mﬂ*h;w 3 Memit :ﬂmm
ingin dibantu dalem menyclesaikan tugas selkolah P 26
Petugas memberikan pondampingan dan -+

2. | bimbingan terkait tugas atan informani yang ingin - Bahan Pustaka 25 Menit Reghdan
ditanyalcmn Terlaksuna
Bimbi . . é | -  Pemusiaka
o b 2 o | - Datu 1 Menit menerisn

1. e belajar aclesai mendata Kegintan i layanan




Nomor SOP 000.8.3.3/029/DISPUSIPDA /04 /2025
Tanggal Pembuatan 2 April 2025 o
Tanggal Revisi 2025
Tanggal Pengesahan
Disahkan Oleh
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

! KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Nama SOP S

_DASAR HUKUM _ = 2 : ]

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan ‘1. Kualifikasi pendidikan minimal SMA

2. Peraturan Pemerintah No 24 Tentang Pelaksanaan UU No 43 Tahun 2007 2. Menguasai komputer/aplikasi

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Mengetahui ilmu tentang perpustakaan

4. Kepmen PAN Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik 4, Mampu berkomunikasi dengan baik

|5, Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 89 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelayanan Publik di Lingkungan | 5. Mampu berkoordinasi dengan baik

Kabupaten Kepulauan Anambas 6. Ramah

6. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

7. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Pemeriniah Kabupaten Kepulauan Anambas.

8. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 52 tahun 2024 Tentang Tata Cara Pelayanan Perpustakaan Daerah

KETERKAITAN . I AN/PERLENGKAPAN B i
1. Standar Operasional Pendaftaran Anggota Perpustakann 1. I{-::mputer
2. Aplikasi
3. Koleksi Perpustakaan
PERINGATAN = ~ | PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Koleksi baca di tempat tidak boleh dibawsa pulan.g. 1. Data kunjungan
2. Nilarang mencoret, merobek, atau merusak buku. 2. Data buku yang telah dibaca

3. Menjaga ketenangan dan kebersihan ruang baca.
. 4. Mengembalikan koleksi sesuai prosedur. - D —
DEFINISI |

Layanan baca ditempat adalah layanan vang disediakan bagi pemustaka untuk membaca, mempelajari, atau menelaah koleksi perpustakaan tanpa harus meminjam dan
membawa pulang.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LAYANAN BACA DI TEMPAT

Pemusthkn dating ke porpustakaan dan mengis Bulky tamu Data kunjungan
Bk tamu yanig telnh disediakan & Mk
Pemustaka mencar bulu yang ingin dibaca dan : :

I di : foh disediokan. Kolelkcs 5 Mendt Bulu didapatboan
Seielah membaca, pemustaka meletakbann buku Tk ks 1 Menit

pada rak khusus buku vang telah di hacs

Petugas mencatat judul buku yang telah dibaca
kemudian menyusun Kemball buku pada mak.,

15 Menm

kil tertata rapi




DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH o0 1y Oleh
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Nomor SOP 000.8.3.3/030/DISPUSIPDA /04 /2025
Tanggal Pembuatan 2 April 2025
Tanggal Revisi 2 April 2025
 Tanggal Pengesahan 2 A_Eril 2025

-

Nama SOP

Pemberkasan dan Penyimpanan Arsip Aktif

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

UMUM, D3 Kearsipan atau Sederajat

1. UU 43 TAHUN 2009, tentang Kearsipan;
2. PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun Tentang Kearsipan;
3. Permen PAN RE No. 63/KEP/M.PAN/7 /04 /2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik]
4. Permen PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Administrasi
Pemerintahan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Provinsi
Kepulauan Riau
6. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan
7. Perbup Nomor 143 Tahun2022 tentang Klasifikasi Arsip
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Internal = 1. Folder 6. Map Gantung
2. Eksternal 2. Guide/Sekar 7. Tunjuk Silang
3. Label Folder
4. Lembar Disposisi
5. Oul Indikator

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Pelanggaran terhadap SOP pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif akan dicatat dan diproses sesuai ketentuan unit
kearsipan.

1. Daftar arsip aktif

Kegiatan menempatkan arsip akiil pada media atau lokasi penyimpanan yang Lelah ditetapkan baik fisik maupun digital secara sistematis, aman, dan mudah diakses, schingga

mendukung kelancaran operasional unit kerja.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERKASAN DAN PENYIMPANAN ARSIP AKTIF

Memberikan

Lembar Disposisi

15-30 Memt

Disposisi dan

1. -
arahan/petunjuk kepada | I atau Perintah Lisan Perintah ke
Kusi untuk Membuat kasi/kasubbag
Perencanaan Pemberkssan
2 Mengidentifikasikan Arsip- * ATK 30-60 Memt Daftar Waktu
" | Arsip selama 6 Bulan yang R e * Komputer Identifikosi arsip | melihat
dituangkan kedalam Daftar -—————— - Fﬁ!flﬂ‘ yang akan situasi
Identifikasi Arsip = Arsip tercipta arsip
3. Mempersiapkan Peralatan = Falder 10-15 Menit Peralatan
* sekat
s klasifikasi
s filing kabinet
# Jorm. tunjuk silang
¢ form. out indikator
* map gantung
s label
I
4. Melakukan Pemberkasan ; 4-B Menit » Arsip diberkas 1 {Satu) Berkas
s Menerima ersip; ke dalam lolder
+ Memeriksa substansi dan ;T. utith
A ST ¢ Drafl daftar
* Meregistrasi arsip sesuai
daftar arsip aktif; Arsip Altif
* Menyortir dan |
memisghkan non arsip |
dan duplikasi yang |
beriebihan; |




* Memasukkan arsip ke
folder dan disusun secara
tanggal,

s Menuliskan judul berkkas
(indeks); kata tangkap
dan kode klarifikam

« Membuat dan mengisi
form. tunjuk silang;

« Membuat daftar arsip

aktil, I
5. | Menata Berkas Arsip dan 5-15 Menit Tertatanya Arsip | 1(Satu) folder
menyimpannya ke filing yang telah
cabinet sesuai daftar arsip diberkaskan ke
aktif, dalam filing
. kabinet

6. | Memberikan persetujuan v 15-30 Menit Daftar Arsip Aktif

rancangan daftar arsip alktif
yang meliputi daftar berkas
dan daftar isi berkas.

v » Memyampaikan daftar 7- 15 Menit « Daftar Arsip Dafiar Arsip
arsip aktifl secara berkals Adctaf Aktif/ Inaktif
setiap 1 (satu) ' * Formulir
tahun sekali kepada unit I' pesIgaIan.
kearsipan;

s Membuat form.
peminjaman arsip di
sentral file;

» Memastikan keutuhan
arsip aktil dengan daftar
arsip aktil




Nomor SOP 000.8.3.3/031/DISPUSIPDA /04 /2025
Tanggal Pembuatan 2 April 2025
Tangpal Revisi 2 April 2025
Tanggal Pengesahan
Disahkan Oleh
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Nama S0P
o — — - — —_—
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSBANA |
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kenrsipan Lemburnn Negara Republik Indoncsis Tubun 2008 Nomor 152, Tumbahon Lembaran | 1, Memiliki kemampuan Mengoprasikan Komputer
e e N ! 2, Mengetahui Tugas fungsi unit kerja
1 turan Pemerintah Momor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UL No, 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Megara Republik :
Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tamahahan Lembaran Negam Bepublik Indonesia Nomor 5286); 3. Mtngﬂ"“'hu-! prosedur pemberkasan _
3. Peraturan Menteri Dalam NEGER] Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tatn Kearsipan di Lingicungnn Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah | 4. Mengetahui kemampuan memahami dan
Daerah menggunakan Jadwal Retensi Arsip
4. Peraturan ANE] Nomor & Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawsasan KearsipeEn;
5. Peraturan Daerah Kabupaton Kepulauan Anambas Nomor T Tahun 2016 entang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Anambas;
6. Peratiran Bupan Kepulsnan Anambas Nomor 70 Tahon 3017 enmng Pedoman Peoyusunan Stander Operasionial Prosediar o Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
7. Perstumn Bupati Kepulpusn Anmnbes Nomor 36 Tahun 2022 tentang Keduduloan, Susunen Orgoanisas!, Tuges dan Pungsi Serta Tats Kerja
Dines Perpustakaon dan Arsip Daerah;
8. Peraturan Bupati Kepulsuan Anambas Nomor 20 Tabun 2023 tenteng Tata Naskah Dinas dilinmgkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan
Anambas;
9. Peraturan Bupat Kepulboan Anambes Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kode Klasifikas] Arsip dilingloungan Pemerintah Kabupeten Kepulauan
Anambas;
10, Persiuran Bupatl Kepulavan Anambas Nomor 53 Tahun 2024 tentang Jadwal Retensi Arsip dilingkungan Pemerintah Habupaten Eepulauan
Anambas;
11. Peraturan Bupati Kepulsuan Anambas Nomor 54 Tahun 2024 tentang Sieterm Klasifilkasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis dilinglungan
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Ansmibhas; o o
KEETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Standar Operasional Prossdir Tentang Pengelolann Arsip TEnamis 1, Komputer
3. Btrukiur Organisas dan teta kerja
3, Judwal Rerensi Arsip
4, Bok Arsip
PERINGATAN FENCATATAN DAN PENDATAAN

Pemindahan Arsip Rutin dilaksanakan minimal 6 Bulan sekali

|, Berita Acara dan Daftar arsip yang dipindahlkan

Pemindahan Arsip dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan Proses ini BCTINE disebut pemindahan arsip Inaktif kama yg bertugas menyimpan setelah arsip tersebut tidak lagi sering digunakan
dalamn kegiatan oprasional schari-hari namun masih memiliki nilai guna dan belum habis masa retensinya. Tindakan ini merupakan bagian dari penyusutan dan dilakukan berdasarkan Jadwal
Retensi Arsip,




STANDAR OPRASIONAL PROSEDUR PEMINDAHAN ARSIP INAKTIF DARI UNIT PENGOLAH KE UNIT KEARSIPAN

a. Monyeleksi arsip yang sudah melewati | |
masa simpan aktil sesuai JRA
b. Mendaftarkan arsip inaktif dalam

pemindahan arsip lnaktif kepada
pejabat eselon 1l dan menyampaikan
daftar arsip inaktifl yang akan
dipindahkan

2. Memberikan persetujuan Daftar Arsip Konsep Daftar Arsip 1 hari | Daftar Arsip yang
Inaktll yong okon dipindahkan don Inaktif yang akan kerja dipindahkan

memerintahkan  untuk  melakukan dipindahkan
persiapan Pemindahan

3, a. Menata arsip inaktif yang akan Arnip folder, Daftar 20 hari | Nota Dinas, Daftar Arsip
dipindahkan kedalam folder Arsip Inaktif, yang kerja | Inaktifl yang akan

b.Memberi nomor berkas pada folder ) € akan dipindahkan, dipindahkan
sesunl dengnn nomor berkas pada Boks arsip, Nota dinas
daftar arsip inaktil yang akan
dipindahkan

€. Memasukkan folder terscbut ke dalam
boks dan memberikan label pada
boks

d. Menvampikan daftar arsip inakeif
yang akan dipindahkan untuk
dimintakan tanda tangan pejabat
esclon 11

4. Menandatangani Berita Acara Berita Acara, Daftar
Pemindahan arsip inakuf dilampiri daftar D Arsip [naktif yang menit A.ru‘.[plnukl:if}rnngnkm

arsip inaktif yang akan dipindahkan akan dipindahkan dipindahkan
untuk diserahkan ke unit kearsipan




¢ Memasukican arsip ke
folder dan disusun secara
tangpal,

* Menulislkan judul berlkas
[indeks)/ kata tangkap
dan kode kiasifikasi

= Membuat dan mengisi
form, tunjuk silang;

= Membuat daftar arsip

aktif,
5 Menata Berkas Arsip dan 5-15 Menit Tertatanys Arsip 1{Satu) (older
' menyimpannya ke filing | | a:lill telah &
bi : daft y TR
aktif, = dalam filing
kabinet
6 Memberikan persetujuan v 15-30 Menit Daftar Araip Alctif
rancangan dafiar arsip aktif
yvang meliputi daftar berkas
dan daftar ixi berkas.
yampaikan dafiar 7- 15 Menit » Daftar Arsip Daftar Arsip
ol :Tpnmmbum Aktif | Alktif/ Inaktif
setinp 1 [(Ratu) -
tahun sekall kepada unit : ; PR ajAan
kearsipan;
s Membusat form.
peminjaman arsip di
sentral file;

¢ Memastikan keutuhan

arsip akifl dengan daftar
arsip aktif




NomorSOF | 000.8.3.3/032/DISPUSIPDA/04/2025
Tanggal Pembuatan 2 April 2025
| Tanggal Revist 2 April 2025
Tanggal Pengesahan |2 April 2025
CHaakloas Olely
HMNAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KEABLIPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Nama S0P Prnatsan dan Pervimpanan Arsip Dnalcif
DABAR HUKUM HUALIFIKASI PELAKSANA
1. UU Nomar 43 TAHUN 2009, Tentang Kearsipan; 1. UMM
2. Ul Nomor 30 Tahon 2014 Tentang Adminisirasi Pemorintah; 2. D3 Kcarsipan stau Sedorajat
3. Peraturan Prealden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
3. Permen PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Administrasi Pemerintahan;
6.  EKeputusan Menteri Perdayngunoen Aparatur Negara dan Reformas] Birokmel Nomor 679 Tehun 2020 Tentang Aplikasd Umum
Bidung Ecarsipan Dinsmis,
7. Peraturan Daerah Provinst Kepulauan Riau Nommor 3 Talur 2016 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan Provins: Kepulauan Riau. . e B e
KETERKAIT. PERALATAN/PERLENGHAPAN
1. Internal; 1. Folder
2 Elksternal. 2, Hoks
3. Label Boks
4. Jadwnl Retensi Arsip (JRA)
- = 5. Rak Amip.
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Daftar Arsip Inaktf dan Laporsn Penataan Arsip
Inakrd




PROSEDUR PFENATAAN DAN PENYIMPANAN ARSIP INAKTIF

= Membual skema pengaberan lokasi simpan (aving),

1. | Penalasn dan Penympanan Arsip inaktt Lembar Drsgoss: 15-30 et | Disposs dan Permiah ke kasi
- | Muls |_ atas Periniah Lisan
2 | Memouat daftar arsp pindeh dan benta acara pemindohan .« ATK 0EONEM | = Arsp raklt
ey » Komputar » [Duftar arsip pindah
& Printar * Berita Acam pemindahon
= Amsp arsip
8 lembual rencara pamindahan arep inakdil w@ng deenglap L = ATK 30-60 Manit
dargan dafiar wip cindah dan baria s pemindahan »  Kompuier
g = Printar
|| 2 hm
- : o i Daferarsppindah | 10-1SMenll | & Arsp inakit
4, Wemberkan persetupsan pemindahan arsip nakcl —— dsn Sarits Acars + Deftar arip pindah
- pamindatan Amip & Herfin Acars pemindanan
arsp
5. | Menerma pamindahan arse dar sental fle arsip akiif uni Oafar arsip pncah 10-30Menit | Arsp maktf yang sasual
pangolah ke record senial > = Bpnta Acara dengan daltar pindah dan
berits acara
+  Monyapkan rusng smpan den perslitan penatasn arp * A 30-50 bdend Pesmindaran argip
yaitu boks, label boks foider, rak arsip » Boks
*  Memariksa dan memvenfkas) kesessaian arsip jang :m::uu
dlﬂﬂm“:r#ﬁdmm“ 4 Moo
B Pl‘l'lﬂllllll'llﬂ.. dlaksan meakl kagalan; & Arap 20-3 Manil Arsin sl lersta kedalam soks
Ilﬁhuil'll;r::nhindﬁnhh = Bois yang {efah dibenhan laoel boks |
o Memariksa kslengkapan fisk dan informasi dengan o
dafar arsip; » Rk amsp
«  Mambuat penomaren boxs berdassnan nomar wul » Daftar arsip pincah
dalabase arsip naklif o racond carver;
= bembuat label boke peeual deriitag boks;
T. Panalass gan panympanan srsap inakdif v -ﬂh-qum 10-15 menit Hous arsip ierais can smpan
Enkasi arsp pada rak arsip




No. Atlvitas Palaksans ] Mutu Baky ] i
s Menats boks armp drak secara WUl disissun secara = Boks arsip .
wortial latoral (vartha barderat kessmping) O
1 .
8 .Hwndﬂrﬂmm: » Dafiar ersip pincah M-60mecdl | Drah daftar arsip inaktil
#  Membuat doflar arsp inakid bercasarkan defiar arsp e isorys
yang dipindahkan dar unit pengaiah; Y fokas sirgan prap
s Mengoan sl arsp Fakt! desgan menarbabhan 'wm
inkmagl nomaor boks dan (nfomasl ibkas simpan;
»  Menggabungican dafiar arsip inasdif pada database arsip
nmiiif par provenmrce unil pangalah;
| =  Melakuian pembarian éatsbiase dafiar arsp Inakdf |
9. | Membenkan perselyuan rancengan dafiar arsip inakdl, | Drh G Si0ment | Deleramsp hosdl




| Nomar SOP 000.8.3.3/033/ DISPUSIPDA/ 2025 —1
Tu%g] Pembuntan 2 April 2025 !
Tanggal Revisi 2 April 2025 i
| Tamppw Pengeaahan _| 2Apd
Disahkan Olch 'ALA DINAS,
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH x...g.;“ip‘H H"‘ﬂ'
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS #ﬁ : W
o\ 2
'];_ "1.% Utama Muda
AT 2003121005
Mama SOP
DABAR HUHKUM o o HKUALIFIKAS]I PELAKBANA
1. UU Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan; ' 1. Memahami fungsi dan tugas unit kerja;
2. UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah; 2. Memahami Peraturan Tentang Tata Kearsipan
3, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tenttang Sistem Pemerintah Berhasis Elektromik; dan Kalsifikasi Arsip;
4 Peraturan Pomerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentangPelaksanannUndang-UndangNomor 43 Tahun 2009 3. Mengetahui Mekanisme Pengelolaan Arsip
TentangKearsipan; Inaktif dan Arsip Statis;
5. Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Birokrasi Nomor. 63/ KEP/M.PAN/ 7 /04 /2006 4. Mampu melakukan penilaian dan identifikasi
tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan PelayananPublik; terhadap Arsip;
6, Permen PAN dan RB Namor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penvusunan Standar Operasional Administrasi 5. Mumpu berkoordines: dan berkomunikasi;
Pemerintmhan; | B, Memilikl kemampuan pengoprasian computen
7. Keputusan Menteri Perdayagunasn Aparatur Negara dan Reformasi Birckrasi Nomor 679 Tahun 2020 Tentang 7. memiliki
Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis;
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENCKAPAN
1. SOP Pemberkasan Arsip . - - . 1. Kertas Payung =
2. SOP Penyimpan Arsip : g-ﬂ;tu Dinkeripsi
3. S0P Penatnan dan Penyi ip [ i ' Arsip
eno n yimpanan Araip Inalktif 1, Gabied Avsis
5. Rak Arsip
6. Depo Arsip
o 7. Komputer/ Printer/Scanerdanalat tulis =~
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
- Apabila SOP lersebul tidak diaksanakan maka tidak dapat menyeclenggarakan kegiatan pengelolaan Arsip Statis dan tidak ada | 1. Digunakean sebagai bahan informasi =~ |
penambahan Khasanah Arsip statis bidang penyelenggaraan kearsipan penambahan khasnnah Arsip statis di bidang
penyelenggaraan kearsipan
DEFINISI

Tindakan ini merupakan bagian dari pengelolaan Arsip




2. | Memilah dan menyeleksi Arsip » Masker 2 Menit/ » Arsip terpilih
e Boks Pemisah | berkas berdasarkan
niled gunn
3. Mendsikripsikan Arsip v » Knrtu Diskripsi | 2 Menit/ Informasi Arsip
berkas Tercatat pads
Kartu diskripsi
4. | Menyampul Arsip v » Kertas 30-40 menit | Berkas Arsip
Kraf/pavung tersumpul
|
5. | Memberi Label padn boks Arsip ¥ * Label Boks 30-40 menit | Boks tertempel
= Spidol label
6. :km;llﬂl:ln Boks Arsip Pada = Rak Arsip 3-5 menlt/ Boks Arsip tertata
I berkas pada rak
7. Input Data/ membuat daftar * Computer 3-5 menit/ [ata Diskripsi
Arsip s Printer berkas terekam pada
* Kertas HVS olomatis




